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MOTTO

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim ( yang sudah balig ) harta mercka. jangan
kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta
mereka bersama dengan hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan ( menukar dan

memakan) itu, adalah dosa besar *)

*) Terjemahan Surat An Nisaa’ ayat 2
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RINGKASAN

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan
hukum dan keadilan bagi mereka vang beragama Islam berdasarkan hukum islam
yang diatur dalam pasal 49 ayat | Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama. Dalam bidang perkawinan salah satunya diatur tentang
perwalian anak dibawah usia 18 ( delapan belas ) tahun. Perwalian terhadap anak
dibawah usia 18 ( delapan belas ) tahun dianggap perlu karena anak tersebutr
belum cakap melakukan perbuatan hukum tertentu. Oleh karena itu penulis
tertarik menulis skripsi tentang ™ Kajian Yuridis Tentang Kewenangan
Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Perwalian Bagi Anak-anak
Dibawah Usia 18 ( delapan belas ) Tahun ( Studi Penctapan Pengadilan
Agama Jember No. 29/ Pd..P/ 2004/ PAJr g

Rumusan masalah yang dikaji dalam pembahasan penulis adalah tentang
kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan perwalian,
alasan-alasan dalam mengajukan permohonan perwalian anak, dan hukum materiil

yang dipergunakan dalam mengabulkan atau menolak permohonan perwalian
anak.

Penulisan  skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji
kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan perwalian
anak, alasan-alasan pengajuan permohonan perwalian anak, dan hukum materiil
yang dipergunakan dalam mengabulkan atau menolak permohonan perwalian
anak tersebut.

Metodologi  penulisan yang penulis pergunakan adalah pendekatan
masalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan jalan menelaah
dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta teori-teori
hukum yang berlaku. Didukung dengan dokumen hukum yaitu pendekatan
masalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang
terkait.

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara-perkara perdata bagi
orang-orang yang beragama Islam yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah,
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wakaf, zakat, infay, shadaqoh, dan ekonomi syariah. Sepanjang antara penggugat
dan fergugat serta pemohon dan termohon beragama Islam dan tunduk pada
hukum Islam maka Pengadilan Agama mempunvai kewenangan absolut dalam
mengadili perkara perdata yang telah dituangkan dalam Pasal 49 ayat | Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Alasan-alasan dalam
meminta permohonan perwalian anak tidak hanya terjadi apabila ada kepentingan
anak pada harta peninggalan orang tuanya saja, akan tetapi lebih kepada
pemberian perlindungan, pengasuhan dan pendidikan baik secara moril maupun
spirituil anak., Dalam memutuskan perkara, hakim harus membuat suatu
pertimbangan hukum yang berpedoman pada hukum formil dan hukum materiil.
Hukum materiil yang digunakan selain dari ayat-ayat Al qur'an, mazhab, serta
yurisprudensi, juga berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sesuai dengan pembahasan, yaitu Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan
Kompilasi Hukum Islam.

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa Pengadilan Agama berwenang
mengadili perkara permohonan perwalian anak apabila pemohon tunduk dan dapat
ditundukkan menurut hukum islam, alasan pengajuan tidak hanya pada harta
peninggalan orang tua anak saja akan tetapi juga perlindungan dan pendidikan
moril dan spirituil, hukum materiil yang digunakan selain dari perundang-
undangan dan yurisprudensi, juga memakai ketentuan dari al qur'an dan mazhab
yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Saran yang dapat diberikan penulis, agar pencari keadilan yang beragama
islam hendaknya mengajukan perkara perdata kepada Pengadilan Agama. Dalam
mengajukan alasan permohonan perwalian tidak hanya didasarkan pada adanya
harta peninggalan dari orang tua kepada anaknya saja akan tetapi lebih pada
pemberian perlindungan, pengasuhan serta pendidikan baik moral maupun
spiritual. Bagi para hakim hendaknya dalam mengambil keputusan juga harus
mempertimbangkan keadaan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, schingga
putusan tersebut akan mencerminkan rasa keadilan,

Xiv



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

‘._ —T I':_—'l e

Dlgltal Repo |t‘ory- |verS|tas Jembef‘ll
¥ "—"I' -

Tl |
-'.-1' 154 o PR o
StEE L e i T



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Megara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum
tidak berdasarkan kekuasaan belaka, dalam menerapkan hukum harus
berlandaskan atas jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai
sumber hukum nasional yang menjamin adanya kehidupan beragama vang
berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan keamanan serta ketentraman
untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Untuk menegakkan berlakunya
hukum tersebut diperlukan suatu badan yang bertugas untuk menegakkan keadilan
yaitu antara lain Badan Peradilan. Penegakan hukum mempunyai tujuan untuk
lercapainya penegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum agar
tercipta masyarakat yang aman, tentram dan tertib ( Hamami, 2003:42 ).

Dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kekuasaan kehakiman yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ( Pasal 10 ayat | Undang-undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ). Badan Peradilan di bawah
Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum;

2. Peradilan Agama;

3. Peradilan Militer;

4. Peradilan Tata Usaha Negara ( Pasal 10 ayat 2 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaaan Kehakiman ).

Kedudukan Pengadilan Agama dalam tata peradilan di Indonesia diatur
dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan kekuasaan
kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan berdasarkan Pasal 3
yaitu :

1. Pengadilan Agama;

2. Pengadilan Tinggi Agama.

“"""""l-‘"" e —
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newenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama vaitu:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus. dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang :

a. Perkawinan;

b. Waris:

c. Wasiat;

d. Hibah;

Wakaf;
Zakat;
Infaq;
Shadagoh; dan
Ekonomi syari‘ah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Pengadilan
Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan
keadilan dalam bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan bagi mereka yang
beragama Islam berdasarkan hukum islam. Pelayanan hukum dan keadilan itu
diberikan melalui penyelesaian sengketa keluarga dan harta perkawinan, dan/ atau
penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta
perkawinan,

Dalam perkara perkawinan dibagi lagi menjadi beberapa pokok perkara,
yang salah satunya adalah diatur penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak
yang belum cukup umur 18 ( delapan belas ) tahun yang ditinggal kedva orang
tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tua. Hal ini dipandang perlu
diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
karena perwalian bertujuan untuk melindungi hak-hak anak di bawah usia 18
( delapan belas ) tahun yang dianggap belum dewasa schingga memerlukan
perwalian agar memperoleh harta kekayaan yang berasal dari orang tuanya
dengan baik dan benar serta pengawasan terhadap pribadi anak yang masih
dibawah usia 18 ( delapan belas ) tahun itu sendiri. Ketentuan usia dibawah 18
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{ delapan belas ) tahun ini berbeda antara Undang-undang Nomor | Tahun 1974
dengan  Pasal 330 KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum  Islam vang
menyebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak vang belum mencapai umur
21 ( dua puluh satu ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,
apabila memakai ketentuan Pasal 330 KUHPerdata dan Pasal 107 Kompilasi
Hukum Islam, maka bagi anak yang berumur 20 ( dua puluh ) tahun, 19
( sembilan belas ) tahun, maupun 18 ( delapan belas ) tahun juga harvs dimintakan
penetapan perwalian karena dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan
hukum tertentu.

Perbuatan hukum tertentu yang dimaksud adalah tidak hanya kewenangan
berbuat ( melakukan perbuatan hukum secara aktif ) misalnya membuat atau
melakukan perjanjian, jual beli dan lain sebagainya, akan tetapi perbuatan hukum
dalam arti kewenangan hak ( melakukan perbuatan hukum secara pasif ) misalnya
menerima haknya. Hal ini sangat berguna agar tidak terjadi kesalahan dalam
penafsiran maupun penerapan kewenangan badan peradilan dalam memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara perwalian anak. Pengajuan permohonan
perwalian tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama apabila para pihak
yang mengajukan permohonan perwalian beragama Islam, sedangkan bagi mercka
yang beragama selain Islam menjadi kewenangan Pengadilan Umum. Serta
penerapan dalam memutus perkara permohonan perwalian tersebut apakah sudah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga antara teori
dan prakiek dimasyarakat sama.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik menulis skripsi
tentang perwalian anak dengan judul * KAJIAN YURIDIS TENTANG
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA
PERMOHONAN PERWALIAN BAGI ANAK-ANAK DIBAWAH USIA 18
(Delapan Belas) TAHUN " (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No,
29/Pdt.P/2004/PA Jr) Tanggal 29 agustus 2004
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1.2 Ruang Lingkup Permasalahan

Guna membatasi ruang lingkup dalam penulisan skripsi dengan judul
© KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENGADIL] PERKARA PERMOHONAN PERWALIAN BAGI
ANAK-ANAK DIBAWAH USIA I8 (Delapan Belas) TAHUN ” ( Studi
Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 29/Pdt.P/2004/PA.Jr ) ‘Tangpal 29
agustus 2004 penulis melakukan pembahasan tentang kewenangan Pengadilan
Agama dalam mengadili perkara permohonan perwalian anak, alasan-alasan yang
diajukan dalam permohonan perwalian anak, serta hukum materiil yang
digunakan hakim dalam mengabulkan atan menolak perkara permohonan
perwalian anak.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan

masalah adalah sebagai berikut:

I. apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara permohonan
perwalian anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun 7

2. apa alasan-alasan dalam mengajukan perkara permohonan perwalian anak di
bawah usia 18 (delapan belas) tahun ?

3. apakah hukum materiil yang digunakan dalam mengabulkan atau menolak
permohonan perwalian anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun ?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulis dalam penulisan skripsi ini, mempunyai tujuan yang dibedakan
menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.41 Tujuan Umum
Tujuan penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:
1. untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas akademis yang bersifat

mutlak, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum
universitas jember;
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2. scbagai sarana wntuk mengembangkan ilmu yang ftelah diperoleh

diperkuliahan dan sumbangan pada alma mater tercinta:

Lad

sebagal salah satu media untuk melatih diri mengembangkan dan menganalisa

masalah dalam bentuk skripsi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan

penulisan di masa-masa yang akan datang,

1.4.2° Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus schagai berikut:

I. untuk mengetahui dan mengkaiji kewenangan pengadilan agama dalam
mengadili permohonan penctapan perwalian anak dibawah usia 18 (delapan
belas) tahun:

2. untuk mengetahui dan mengkaji alasan-alasan yang digunakan dalam
mengajukan permohonan penetapan perwalian dibawah usia 18 (delapan belas)
tahun;

3. untuk mengetahui dan mengkaji hukum materiil yang digunakan dalam

mengabulkan atau menolak permohonan penetapan No. 29/ PdtP/ 2004/ PA Jr

tentang perwalian anak.

1.5 Metodologi

Metode adalah cara untuk menemukan kebenaran. Metode penulisan
hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan
kebenaran hukum. Kebenaran hukum adalah substansi yuridis yang secara
normatif terkandung dalam hukum, baik dalam hukum tertulis maupun tidak
tertulis. Didalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yang sesuai dangan
objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metode
yang dipergunakan, Metode yang penulis maksud berupa pendekatan masalah
dan sumber bahan hukum,
1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara
yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan
mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori-teori hukum,
yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan
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pemecahan masalah (Scemitro, 1990:97). Didukung dengan dokumen hukum
yaitu pendekatan masalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan
pihak-pihak vang terkail guna mendukung skripsi ini.
1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdin
atas dua bahan hukum, vaitu:
a, Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum
primer, yaitu bahan hukum yang tertulis yang diperoleh dengan menelaah dan
mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang dibahas. Serta melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari
literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penulisan ini.
b. Bahan Hukum Sekunder

Disamping menggunakan sumber bahan hukum primer, penulis juga
menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak tertulis dan
diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu hasil konsultasi, wawancara, dan
informasi tentang masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan. Sumber bahan
ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak Shaleh. sebagai Hakim di Pengadilan
Agama Jember pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2006.

1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka melakukan kegiatan pengumpulan bahan hukum penulis
menggunakan prosedur yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan bahan hukum untuk
mendapatkan bahan hukum primer, dengan mempelajari literatur, menelusuri
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh gambaran jelas dalam
menyusun skripsi ini (Soemitro, 1990:98).
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b. Studi Dokemen

Studi  dokumen dilakukan dengan cara melakukan penelitian untuk
memperoleh bahan hukum yang bersifal sckunder. Bahan hukum ini diperoleh
penulis melalui tanya jawab atau wawancara dengan pihak-pihak vang
berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas, dalam hal ini adalah

Rapak Shaleh scbagai Hakim di Pengadilan Agama Jember,

1.7 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah
analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran
singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan
didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis
bahan hukum ini kemudian ditarik atau diambil kesimpulan dengan
mempergunakan metode deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari
pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Hal
imi dapat diartikan sebagai cara pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang
bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BARB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEOR|]

2.1 Fakta Hukum
Bahwa Pemohon yaitu Farida Mariya Saptorini, umuor 25 tahun, agama

Islam yang bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gg. IX No.l Rt. I Rw. 1I

Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates. Kabupaten Jember mengajukan

permohonan perwalian pada tanggal 25 November 2004 dengan No. 29/ Pdt.P/

PA.Jr dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

a) Bahwa dalam Perkawinan Rifa’i dan Dawiyah/Rofic’ah pada tanggal | April
1974 yang bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gg. IX No.l Rt. I Rw. II
Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember telah
dikaruniai 7 (tujuh) orang anak:

I. Farida Mariya Saptorini, 25 tahun

. Istiana Ulfiyah muktiestui, 24 tahun

- Diyah Husniah Fajriyah, 18 tahun

. Diyah Mirah Susanti, 18 tahun

» Ahmad Febri Kumniawan, 17 tahun

. Muhammad Fauzi, 15 tahun

. Ahmad Ainul Mukhlas, 11 tahun

b) Bahwa sejak kedua orang tua (Rifa’i dan Dawiyah/Rofie’ah) Pemohon
meninggal dunia, ketiga adik kandung Pemohon yang berusia dibawah 18
(delapan belas) tahun dan belum menikah, telah diasuh dan dibiayai
sekolahnya oleh Pemohon. Semasa hidupnya, orang tua Pemohon mempunyai

=] & Th & W M

uang simpanan di Koperasi Armada yang nantinya menurut hukum waris akan
menjadi hak anak-anaknya. Karena ketiga anaknya masih berusia dibawah 18
(delapan belas) tahun dan belum menikah, maka dalam mengambil simpanan
di Koperasi Armada tersebut memerlukan perwalian. Sebagai kakak kandung
yang sclama ini telah membiayai kehidupan dan membiayai sekolah dari
ketiga adik kandungnya tersebut, Pemohon merasa perlu untuk mengajukan
permohonan perwalian tersebut pada Pengadilan Agama Jember.,

"--.--r-_

. 'f_'."" 5’.,”,4 i “;PTP

! UNIVERSITAS JEMBER
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Untuk menguatkan dalil-dalil dari Pemohon, maka ia mengajukan 2 (dua)
bukti baik bukti surat maupun bukti saksi.

Bukti surat diantaranya adalah :

. Surat Kematian dari kedua orang tua Pemohon yaitu Rifa'i dan
Dawivah/Rofie’ah

2. Akta Kelahiran dari ketiga adik Pemohon yang kemudian disebut sebagai
Termohon yaito :

a. Ahmad Febri Kurniawan
b. Muhammad Fauzi
¢. Ahmad Ainul Mukhlas

Bukti Saksi diantaranya adalah :

a. Novi, saudara scpupu Pemohon yang bersaksi bahwa sepeninggal kedua
orangtuanya, adik Pemohon berada dibawah asuhan atau pemeliharaan
Pemohon.

b. Indah, saudara sepupu Pemohon yang bersaksi bahwa sepeninggal kedua
orangtuanya, adik Pemohon berada dibawah asuhan atau pemeliharaan
Pemohon

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas maka Pemohon,
memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar menjatuhkan putusan
menetapkan dan mengangkat Pemohon yaitu kakak dari anak-anak yang masih di
bawah usia 18 (delapan belas) tahun sebagai wali, agar nantinya dapat mewakili
mercka untuk mengambil simpanan di Koperasi Armada yang menjadi hak ahli
waris termasuk anak-anak yang ada di dalam perwaliannya,

Setelah menimbang atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon maka
Pengadilan Agama Jember memutuskan bahwa Pemohon adalah wali dari anak-
anak pasangan Rifa'i dan Dawiyah/Rofie’ah yang masih dibawah usia 18 (delapan
belas) tahun dan belum menikah.
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2.2 Dasar Hukom
Dasar hukum yang penulis pergunakan adalah :
. Al Qur'an.
a. Surat An Nisaa® ayat 5 yang lerjemahannya berbunyi :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan
pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mercka kata-kata Vang
baik™,

2. Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan.
a. Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau
belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan
orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

b. Pasal 51 ayat 2 yang berbunyi :

“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau
orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan
baik™,

¢. Pasal 51 ayat 3 yang berbunyi :

“Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan
harta benda sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan
anak itu”,

d. Pasal 51 ayat 4 yang berbunyi :

“Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah
kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua
perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu”,

e. Pasal 51 ayat 5 yang berbunyi :

“Wali bertanggung jawab tentang haria benda anak yang berada
dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan
atau kelalaiannya”.
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3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
a. Pasal | ayat | yang berbunyi;

“Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama
Islam™,

b. Pasal 2 yang berbunyi :

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

c. Pasal 49 yang berbunyi :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang :

a) Perkawinan;
b) Waris;
¢) Wasiat;
d) Hibah;
e) Wakaf®
f) Zakat;
g) Infaq;
h) Shadagoh; dan
i) Ekonomi syari’ah”.
d. Pasal 54 yang berbunyi :
“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum
Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

4. Kompilasi Hukum Islam.
a. Pasal 107 ayat 2 yang berbunyi :
“Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya®.
b. Pasal 107 ayat 3 yang berbunyi :
“Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas
perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang
kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut”.
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c. Pasal 107 ayat 4 yang berbunyi ;

* Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau
orang lain yang  sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan
baik, atau badan hukum .

d. Pasal 110 ayat 1 yang berbunyi :

* Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di
bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan
bimbingan agama, pendidikan, dan ketrampilan lainnya untuk masa depan
orang yang berada di bawah perwaliannya ",

¢, Pasal 111 ayat 1 yang berbunyi ;
* Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada

di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21
tahun atau telah kawin .

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian dan Macam-macam Kewenangan
a. Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kewenangan atau

istilah hukumnya disebut dengan Kompetensi adalah hak dan kekuasaan yang
dipunyai untuk melakukan sesuatu. Menurut Kamus Hukum yang disebut sebagai
Kompetensi adalah suatu kewenangan untuk mengadili ( Puspa, 1997:231 ).

Dalam pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, ada dua hal

yang berhubungan dengan pemberian kekuasaan dan wewenang mengadili oleh
negara kepadanya, yaitu :

1. Untuk orang-orang tertentu yang dalam hal ini adalah untuk orang-orang
yang beragama [slam;
2. Untuk bidang-bidang tertentu, ( Hamami, 2003:105 ).
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b. Macam- Macam Kewenaungan

Adapun macam-macam Kewenangan vang dimiliki oleh Pengadilan
Agama yaitu:

. Kewenangan Mutlak ( Absolute Competentie )

Adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa
kekuasaan pengadilan ( Soctantio, 1997:11 ). Kekuasaan Absolut Pengadilan
Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomeor 3 Tahun 2006 "tentang
Peradilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

bidang Perkawinan.
Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam penjelasan
Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
sebagai berikut :
1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21
(dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua / wali atau keluarga
dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin:
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri:
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
I1. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada
bekas isteri atau penentuan suatu kewaiban bagi bekas isteri:
14. putusan tentang sah / tidaknya seseorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal
kekuasaan seseorang wali dicabut;
I8. menunjuk seseorang wali dalam hal seseorang anak yang belum
cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang
tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

14

19. pembebanan kewajiban ganti kerugian lerhadap wali yang ftelah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah
kekunsaannya; -

20. penetapan asal-usul seorang anak;

21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran;

22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan
menurut peraturan yang lain,

Dari uraian diatas, salah satunya disebutkan bahwa Pengadilan Agama
berwenang mengangkat wali dalam hal seseorang anak yang berada di bawah usia
18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. Sehingga apabila ada
pengajuan permohonan perwalian anak kepada Pengadilan Agama, maka
Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa. memutus
dan menyelesaikannya, apabila para pihak beragama Islam.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama berpijak pada berbagai
asas yang dimilikinya. Salah satu asas yang digunakan oleh Pengadilan Agama
adalah Asas Personalitas Keislaman. Maksud dari asas personalitas keislaman
adalah berkenaan dengan pihak yang dapat berperkara pada Pengadilan di
lingkungan Badan Peradilan Agama adalah orang-orang tertentu yaitu orang yang
beragama Islam dan hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang
tertentu pula sesuai yang tercantum pada Pasal 49 ayat | Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat,
hibah dan perbankan syari’ah serta wakaf dan shodaqoh. Bagi pemeluk agama
selain Islam, penyelesaian perselisihan tentang hal tersebut tidak dapat dilayani
oleh Pengadilan Agama, karena tempat penyelesaian perselisihannya merupakan
wewenang Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum  ( Hamami,
2003:97 ).

2. Kewenangan Relatif ( Relative Competitie )

Kewenangan relatif ( Relative Competitie ) adalah kekuasaan atau
wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan peradilan yang
sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan
Agama dalam lingkungan Peradilan Agama ( Soetantio, 1997:11 ). Wilayah
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hukum tersebut meliputi pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat _

banding. Arfinya, cakupan atau batasan kewenangan relatif pengadilan ialah

menurut daerah hukum yang telsh ditentukan berdasarkan Peraturan Perundangan.

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Peradilan Agama dinyatakan

“Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan
daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota”.

Pada dasamnya setiap permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan
yang wilayah hukumnya meliputi :

a. gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah
kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediaman maka pengadilan
di mana tergugat bertempat tinggal;

b. apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada
pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman
tergugat;

c. apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak
diketahui atau jika tergugat tidak dikenal ( tidak diketahui ) maka gugatan
diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
penggugat;

d. apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke
pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak;

e. apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan
kepada pengadilan yang domisilinya dipilih ( Pasal 118 HIR ).

Pada dasarnya untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama
dalam perkara permohonan adalah diajukan ke Pengadilan yang wilayah
hukumnya meliputi kediaman pemohon ( Wahyudi, 2003:88 ).

Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan
relatif dalam perkara-perkara dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

a) permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah
hukumnya meliputi kediaman pemohon;
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b) permehonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum
mencapai umur perkawinan, diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan
kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman
pemohon:

¢) permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang
wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan:

d) permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang
wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atan tempat
tinggal suami atau istri ( Wahyudi, 2004:88 ).

Kewenangan relatif Pengadilan Agama terdapat pengecualian dalam hal
wilayah hukum pengajuan suatu perkara. Adanya “kekecualian” tersebut dapat
dibagi menjadi 2 ( dua ) macam yaitu:

1. Permohonan cerai talak

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan
perkara permohonan cerai talak yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya mengatur
hal-hal sebagai berikut :

a. apabila suami atau pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka
yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah
hukumnya meliputi kediaman istri atau termohon;

b. suami atau pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan
Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau pemohon
apabila isteri atau termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman
tanpa izin suami;

¢. apabila isteri atau termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang
berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami atau
pemohon;

d. apabila keduanya ( suami istri ) bertempat kediaman di luar negeri, yang
berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat
pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
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Perkara Gugal Cerai

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan

perkara gugat cerai yang diatur dalam Pasal 73 Undang-undung Nomor 3 Tahun

2006 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai
berikut :

a

Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara cerai pugat adalah
Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman isteri atay
penggugat;

apabila isteri atau penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman
tanpa izin suami maka perkara gugat cerai diajukan ke Pengadilan Agama
yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau tergugat;

apabila isteri atau penggugat bertempat kediaman di luar negeri maka yang
berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami atau
tergugat;

apabila keduanya ( suami istri ) bertempat kediaman di luar negeri, yang
berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat
pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Perkara Perdata
a. Pengertian Perkara Perdata

Perkara perdata adalah perkara yang mengatur hubungan antara orang

yang satu dengan yang lain (persoon recht). Perkara perdata yang dimaksud
dalam Pengadilan Agama adalah perkara perdata tertentu yaitu perkara-perkara
perdata yang dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Perkara perdata
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yaitu :

a) perkawinan;
b) waris;

¢) wasiat;

d) hibah;

¢) wakaf:

f) zakat,
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g) infag;

h} shadagoh; dan

i) ekonomi syariah

Sedangkan perkara perdata yang mengandung suatu sengketa hak milik
menjadi kewenangan Peradilan Umum wntuk memeriksa, memutuskan dan
menyelesaikannya.

b. Macam-Macam Perkara Perdata

Macam-macam perkara perdata yang diperiksa Pengadilan di lingkungan
Peradilan Agama ada 2 (dua) yaitu :
l. Permohonan { voluntair )

Permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak
lain yang bersengketa ( Soetantio, 1997:10 ). Para pihak yang mempunyai
kepentingan hak, untuk mendapatkan haknya tersebut ia mengajukan permohonan
kepada pengadilan. Surat permohonan adalah suatu permohonan yang didalamnya
berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal
yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat
dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenamya ( Arto, 2000:39 ).
Pihak-pihak dalam perkara adalah pihak pemohon saja karena didalamnya tidak
ada sengketa. Misalnya pemohon I. 11, dan seterusnya. Namun adakalanya para
pihak dalam perkara permohonan ( voluntair ) terdiri dari Pemohon dan
Termohon, misalnya pembatalan perkawinan, pencabutan wali, penyaksian ikrar
talak dan lain-lain ( Hamami, 2003:131 )

Pada dasamya perkara permohonan tidak dapat  diterima, kecuali
kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara permohonan
( voluntair ) yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti :

a) dispensasi kawin;

b) izin kawin;

¢) penctapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan
tindakan hukum;

d) penetapan pengangkatan anak;

€) penetapan pengesahan nikah ( itsbat nikah )

-
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) penetapan wali adhol, dsb (Arto, 2003:41)

Produk perkara voluntair adalah penetapan. Produk hukumnya berupa
putusan yang bersifat declaration atau institutif, vaitu pulusan yang bersifat
pernyataan atau penciptaan kKeadaan hukum bary. Nomor perkara permohonan
diberi tanda P, misalnya: Nomor 125/PdL.P /1996 /PA_Jr.

2. Gugatan ( kontensius )

Gugatan adalah suatu perkara vang terdapat sengketa antara dua belah
pihak ( Soetantio, 1997; 10 ). Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh
penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak
yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar
landasan  pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak
( Arto, 2000: 39 ). Jadi dalam suatu gugatan ada seseorang atau lebih yang merasa
bahwa haknya dilanggar akan tetapi seseorang yang dirasa melanggar hak mereka,
tidak mau secara sukarcla melakukan sesuatu yang diminta itu. Pihak dalam
perkara adalah pihak Penggugat dan Tergugat.

Penggugat adalah pihak atau pihak-pihak yang merasa dirugikan hak atau
hak-haknya, dan atas hak atau hak-haknya yang telah dirugikan itu lalu ia
mengajukan tuntutan hak tersebut melalui pengadilan. Sedangkan Tergugat adalah
pihak atau pihak-pihak yang telah dianggap telah merugikan hak-hak pihak
Penggugat ( Hamami, 2003:130 ). Dalam perkara gugatan, hakim benar-banar
berfungsi untuk mengadili dan memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang
benar. Produk hukumnya adalah putusan yang sifatnya condemnaioire, yaitu
putusan yang bersifat penghukuman.

Berdasarkan bentuknya maka gugatan dapat dibagi 2 ( dua ) yaitu :

1. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis pada prinsipnya semua permohonan atau gugatan dibuat
secara tertulis, ditandatangani oleh Penggugat atau Pemohon ( Pasal 114 ayat (1)
R.Bg atau Pasal 118 ayat (1) HIR ). Jika Penggugat atau Pemohon menunjuk
seorang kuasa hukum maka yang menandatangani adalah kuasa hukumnya ( Pasal
147 ayat (1) R.Bg atau Pasal 123 HIR ).
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2. Gugatan Lisan

Gugatan secara lisan pada umumnya diajukan bagi para pihak yang tidak
dapat membaca dan menulis schinggea Eugalan atau permohonannya tersebut
diutarakan secara lisan kepada Ketua Pengadilan ( Pasal 120 HIR ).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disebutkan tentang adanya
perbedaan antara perkara permohonan ( veluntair ) dengan gugatan ( contensius )
adalah
a) dalam perkara pugatan terdapat dua pihak yvang satu sama lain saling

bertentangan, sedangkan dalam perkara permohonan hanya terdiri dari satu
pihak;

b) dalam perkara gugatan terkandung suatu persengketaan antara pihak yang
merasa dirugikan hak atu hak-haknya dengan pihak lain, sedangkan dalam
permohonan tidak ada persengketaan;

¢) dalam permohonan hakim hanya menjalankan fungsi executive power atau
administratif saja sehingga permohonan disebut Jurisdictio voluntaria atan
peradilan yang bukan sebenamya. Sedangkan dalam gugatan hakim berfungsi
sebagai hakim yang mengadili dan memutus pihak yang benar dan yang tidak
benar. Gugatan disebut juga Jurisdictio contentieus atau peradilan yang
sesungguhnya;

d) produk pengadilan dalam perkara permohonan berupa penetapan atau
beschikking, disebut juga putusan declaratoir yaitu putusan yang sifatnya
menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau status tertentu. Produk
pengadilan dalam perkara gugatan berupa putusan atau vonnis, yang putusan
dapat berupa putusan condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum
pada para pihak yang bersengketa;

€) penctapan hanya mengikat pada pemohon saja sehingga tidak mempunyai
kekuatan eksekutorial atau penetapan tidak dapat dilaksanakan / eksekusi.
Sedangkan putusan gugatan mengikat kepada kedua belah pihak sehingga
mempunyai kekuatan eksekutorial ( Wahyudi, 2004:126-127 )-
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2.1.3 Perwalian
. Pengertian Perwalian

Perwalian berasal dari kata wali yang mempunyal arli orang lain selaku
pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak vang belum
dewasa atau belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum ( Soimin,
2002:55 ).

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang
tidak berada di bawah kekuasuan orang tua serta pengurusan harta benda atau
kekayaan anak tersebut yang diatur olch undang-undang ( Subekti, 1994:52 ),

Anak yang berada di bawah perwalian adalah -

I. Anak sah yang kedua orang tuanva telah dicabut kekuasaannya sebagai orang
lua.

2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.

3. Anak yang lahir di luar perkawinan atau natuurlifk kind. ( Subekti, 1994:53 ),

Menurut undang-undang jika salah satu orang tuanya meninggal dunia
maka sccara langsung salah satu orang tuanya adalah wali dari anak tersebut,
dalam arti orang tua yang hidup terlama yang akan menjadi walinya. Apabila
orang tua meninggal dan tidak menunjuk seorang wali bagi anaknya maka kerabat
atau keluarga dekatnya dapat dijadikan wali atas anak di bawah usia 18 ( delapan
belas ) tahun tersebut melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu atau hakim
dapat menunjuk seorang wali bagi anak tersebut atas permintaan salah satu pihak
yang berkepentingan.

b. Macam-macam Perwalian

Macam-macam perwalian itu sendiri adalah :

1. Perwalian menurut Undang-undang ( wettelijfk voogdij )

Perwalian ini ada apabila salah satu orang tua meninggal, menurut undang-
undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-
anaknya. Seorang anak yang lahir di luar perkawinan akan berada di bawah
perwalian orang tua yang mengakuinya.
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e

Perwalian menurut wasiat ( testamentaire voogdij )
Seorang ayah atau ibu di dalam wasiatnya (festament) mengangkat SCOTANg
wali untuk anaknya. Pengangkatan yang dimaksud akan berlaku jika orang tua
yang lainnya karena suatu sebab tidak menjadi wali.

3. Perwalian menurut penetapan hakim ( datieve voogdij )

Apabila sesecorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang lua
tidak mempunyai wali hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan
salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (Subekii,
1994:52-53).

Pihak-pihak yang berkualitas sebagai Pemohon dalam perkara penunjukan
wali berdasarkan Kompilasi Hukun Islam adalah kerabat dekat dari anak yang
akan mengajukan permohonan perwalian ( Manan, 2001:90 ). Kerabat anak
tersebut harus mengajukan permohonan perwalian terlebih dahulu pada
Pengadilan Agama.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan disebutkan bahwa :

“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut / orang
lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan
Sebaiknya dalam hal perwalian anak yang belum dewasa diambil dari

keluarga terdekat dari anak tersebut ( Prodjohamidjojo, 1991:42 ). Selain ada

pihak-pihak yang dapat dijadikan wali atau mengajukan perwalian, ada juga

pengecualian oleh undang-undang yang tidak diperkenankan menjadi wali yaitu :

I. Orang vang sakit ingatan;

2. Tidak cakap ( Minderjaringen );

3. Orang yang diletakkan dibawah pengampuan ( curatele );

4. Mereka yang dipecat / dicabut ( onzer ) dari kekuasaan orang tua / perwalian
atas penetapan pengadilan.

Kekuasaan bagi seorang wali mencakup pribadi anak dibawah
perwaliannya dan harta benda si anak. Adapun tugas dan kewajiban seorang wali
adalah sebagai berikut :
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a. wali wajib mengurus anak yang berada di bawaih keknasaannya dan harta
benda anuk tersebul sebaik-baiknya dengan  menghormati agama  dan
kepercayaan anak terscbut ( Pasal 51 ayat 3 jo. Pasal 110 avat 1 Kompilasi
Hukum Islam };

b. wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah
kekuvasaannya, dimulai pada wiktu ditctapkannya menjadi wali dan mencatat
segala perubahan-perubahan harta benda anak itu dan harus dibuktikan dengan
pembuktian yang ditutup satu tahun sckali ( Pasal 51 ayat 4 jo. Pasal 110 ayat 4
Kompilasi Hukum Islam);

¢. wali bertanggung jawab tentang harta benda anak serta kerugian yang
ditimbulkan karena kesalahan / kelalaiannya ( Pasal 51 ayat 5, Pasal 54 jo.
Pasal 110 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam);

d. wali wajib menyerahkan harta benda anak yang ada di bawah perwaliannya
apabila anak telah dewasa / telah kawin ( Pasal 111 ayat 1 Kompilasi Hukum
Islam );

€. wali tidak diperbolehkan mengalihkan / menggadaikan barang-barang tetap
anak kecuali kepentingan anak menghendakinya ( Pasal 48 jo. Pasal 110 ayat 2
Kompilasi Hukum Islam );

f. wali dapat menggunakan harta anak yang ada di bawah kekuasaannya untuk
kepentingannya menurut kepatutan / bil ma’ruf kalau wali itu fakir ( Pasal 112
Kompilasi Hukum Islam ).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang nomor | Tahun

1974 yang menyebutkan tentang syarat-syarat untuk menjadi wali adalah sebagai

berikut:

1. sudah dewasa;

2. berfikiran sehat;

3. adil;

4. jujur;

5. berkelakuan baik.

Perwalian dapat berakhir jika:
a) anak yang telah mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun:
b) anak meninggal dunia:
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¢) wali meninggal dunia;
d) dicabut oleh Pengadilan;
¢) pulihnya kembali kuasa asuh orang tua,

Seorang wali bertanggung jawab pada harta benda anak yang berada
dibawah perwaliannya serta kerugian vang ditimbulkan karcna kesalahan dan
kelalaiannya serta mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau
kelalaiannya ( Manan, 2001:93 ). Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal
kekuasaan wali dicabul atas permintaan kerabatnya karena wali tersebut
melalaikan kewajibannya terhadap anak serta berkelakuan buruk. Sehingga
Pengadilan dapat menunjuk kembali seseorang untuk menjadi wali dalam hal
kekuasaan wali dicabut serta pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali
yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak vang ada di bawah
kekuasaannya.

Adapun seseorang dapat dicabut haknya sebagai wali jika:

melalaikan atau tidak cakap atau tidak bertanggung jawab;
menyalahgunakan kewenangan sebagai wali:

berkelakuan buruk;

melakukan tindak kekerasan:

mendapat hukuman penjara 1 tahun atau lebih.

Kekuasaan seorang wali tersebut akan hilang atau hapus dengan sendirinya
dan tidak memerlukan penetapan perwalian dari pengadilan lagi apabila anak
yang berada di bawah perwalian telah dewasa, dalam arti telah cukup umur yaitu
telah berusia diatas 18 ( delapan belas ) tahun dan telah cakap melakukan
perbuatan hukum baik dalam hal kewenangan berbuat maupun kewenangan hak,
schingga tanpa seorang wali pun anak tersebut dapat melakukan suatu perbuatan
hukum tertentu secara mandiri. Atau seorang anak yang berada dalam perwalian
tersebut telah menikah walaupun usia anak itu belum mencapai 18 ( delapan
belas ) tahun dan apabila terjadi perceraian pada anak itu, tidak akan merubah
statusnya berada dibawah umur lagi karena anak tersebut sudah pemah menikah.

Maka pada saat itulah kekuasaan wali akan hapus dan seorang wali harus
mengembalikan segala hak-hak anak yang berada dalam perwaliannya, termasuk

TR S
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dalam hal pengelolaan serta pemanfaatan harta benda yang schelumnva berada

dibawah penguasaan dan pengawasan wali.

2.3.4 Batasan Usia Anak Dalam Perwalian,

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan ( Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak ). Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan pengertian anak adalah setiap
manusia yang berusia di bawah 18 ( delapan belas ) tahun dan belum menikah,
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya.

Mengenai ketentuan batasan usia dalam perwalian anak baik Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum
Islam mensyaratkan berbeda. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan pada Pasal 50 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang
tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penentuan batasan usia anak dalam
perwalian adalah 18 ( delapan belas ) tahun sedangkan anak yang mencapai usia
18 ( delapan belas ) tahun atau lebih tidak perlu dimintakan perwalian lagi karena
dianggap telah dewasa atau cakap melakukan perbuatan hukum tertentu. Hal ini
berbeda dengan ketentuan batasan usia anak dalam perwalian yang ada di dalam
Pasal 107 ayat 1| Kompilasi Hukum Islam yaitu:

* Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21
tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan®.

Berdasarkan pemyataan tersebut maka penentuan batasan usia dalam
perwalian adalah dibawah 21 tahun sedangkan anak yang mencapai usia 21 tahun
atau lebih tidak perfu dimintakan perwalian lagi. Pengertian yang dapat disebut
anak sendiri dapat ditafsirkan berbeda-beda, hal ini terjadi karema hukum
Indonesia belum melakukan unifikasi tentang pengertian anak. Pengadilan
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mendasarkan putusannya menggunakan Undang-undang Nomor | Tahun 1974
tentang Perkawinan karena Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang di dalam
Pasal 2 TAP MPR No. HI Tahun 2000 yaitu:

Undang-Undang Dasar 1945;
TAP MPR:

Undang-undang;

Peraturan Perundangan;
Peraturan Pemerintah;
Keputusan Presiden;
Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk dalam
sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan tetapi hanva merupakan hasil

NG

dari musyawarah alim ulama yang substansinya mengenai hukum Islam sehingga
keberadaaannya berada dibawah undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi
sebagai sumber hukum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 447 K/ Sip/
1976 Tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 50 Undang-undang tersebut

batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah

18 ( delapan belas ) tahun bukan 21 ( dua puluh satu ) tahun”.

Dalam menentukan batasan seseorang anak tersebut sudah dewasa atau
tidak schingga ia tidak memerlukan seseorang wali, terdapat beberapa peraturan
yang mengatur misalnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan batasan umur untuk kawin adalah laki-laki 19 tahun dan
bagi perempuan 16 tahun. Batas umur dewasa menurut Undang-undang Kerja
adalah 18 tahun ( Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 195] jo. Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1948 ). Untuk menjadi saksi di muka pengadilan orang
harus berumur 15 tahun ( Pasal 145 ayat | no. 3 dan Pasal 145 ayat 4 HIR ) dan
16 tahun untuk batas umur dapat dituntut karena melakukan perbuatan pidana
( Mertokusumo, 1999:53-54 ).

Berdasarkan ketentuan tentang batasan usia tersebut diatas, seseorang
dapat dikatakan cakap atau dewasa disesuaikan dengan fungsinya dan untuk apa ia
bertindak karena batasan usia untuk seorang anak dapat dikatakan cakap atau
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boleh melakukan tindakan hukum terfentu itu berbeda. Schingga batasan usia
yang digunakan dalam perwalian anak ini adalah 18 ( delapan belas ) tahun
dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam
karena Kompilasi Hukum Islam hanya merupakan hasil musyawarah para alim
ulama yang didalamnya mengandung substansi Hukum [slam mempunyai
kegunaan hanya sebagai pedoman dan penunjang pelaksanaan undang-undang
yang harus ditaati dan dijulankan secara konsekuen karena kedudukan undang-
undang sendiri lebih tinggi daripada Kompilasi Hukum Islam,
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Permohonan
Perwalian Anak di Bawah Usia 18 ( delapan belas ) Tahun.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan
sebagai pelaksana kekussaan kehakiman. Eksistensi maupun kewenangannya
diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 lentang Peradilan Agama,
Dalam undang-undang terscbut disebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan
salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang
beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu. Perkara-perkara
perdata tertentu yang dimaksud adalah meliputi bidang-bidang :

l. perkawinan;
waris;
wasiat;
hibah; g

i 7T A T PERPSTARA

", | UNIVERSITAS JEMBER

zakat;
infaq;
shadaqoh; dan
ekonomi syari‘ah.
Berdasarkan fakta hukum pada bab 2 diatas, bahwa pengajuan
permohonan perwalian yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 25 Nopember
2004 pada Pengadilan Agama Jember atas adik-adiknya yang masih berusia di
bawah 18 ( delapan belas ) tahun yaitu :

1. Ahmad Febri Kurniawan, 17 tahun:

2. Muhammad Fauzi, 15 tahun;

3. Ahamad Ainul Mukhlas, 11 tahun.

Bahwa sejak kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon telah
mengasuh ketiga adik kandungnya dengan baik serta membiayai sekolah
ketiganya. Hal ini telah dibuktikan melalui keterangan saksi yang menyatakan
bahwa semenjak kedua orang tua mereka meninggal dunia, pemohon tidak pernah

© PN s W
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menelantarkan  adik-adiknya. Pengajuan  permohonan  perwalian  ini  di
latarbelakangi dengan adanya keperluan untuk mengambil vang simpuanan milik
almarhum orang tua pemohon yang berada di Koperasi Armada, vang menjadi
hak para ahli waris termasuk adik-adik pemohon. Oleh karena adik pemohon
tersebut masih dibawah usia 18 ( delapan belas ) tahun dan tidak cakap melakukan
suatu perbuatan hukum maka diperlukan perwalian dari angpota keluarga terdekat
agar mewakili mereka dengan bertindak seba gai wali untuk mengambil simpanan
uang di Koperasi Armada yang menjadi hak mereka.

Dalam hal ini yang bertindak sebagai wali atau yang mengajukan
perwalian adalah kakak dari ketiga anak tersebut yang berusia 25 (dua puluh lima)
tahun sehingga ia dikatakan sudah cukup umur dan cakap hukum serta memenuhi
syarat-syarat sebagai seorang wali seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 51
ayat 2 Undang-undang Nomor | Tahun 1974. Karena pengajuan permohonan
perwalian anak oleh Pemohon beragama Islam, maka ia tunduk pada hukum islam
dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya dengan
membuktikan berdasarkan keterangan-keterangan saksi maupun bukti-bukti
tertulis lainnya,

Kewenangan Pengadilan Agama tersebut berkaitan dengan penjelasan
Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur bidang-bidang
perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, diantaranya terdapat tentang perwalian anak dibawah usia 18 (
delapan belas ) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada
penunjukan wali oleh kedua orang tuanya.

Pengajuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan
Agama Jember adalah tepat karena baik pemohon maupun termohon sama-sama
beragama Islam. Karena mereka beragama Islam, maka menjadi kewenangan
Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya,
Sedangkan mengenai batasan usia anak dalam perwalian juga tidak bertentangan
dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
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Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 50 avat | Undang-undang Nomor
I Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi
“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang
tua, berada dibawah kekuasaan wali™.
Batasan usia yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam vang diatur dalam
Pasal 107 vang berbunyi :

“Perwalian hanya terhadap anak-anak yang belum mencapai umur 21
tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan™.

Adapun perbedaan batasan usia baik dalam ketentuan Pasal 50 ayat 1
Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi
Hukum Islam Pasal 107 tidak ada pertentangan karena usia anak yang dimintakan
perwalian tersebut adalah 17 ( tujuh belas ) tahun, 15 ( lima belas ) tahun, dan 11
( sebelas ) tahun. Schingga dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim
mendasarkan pada Pasal 62 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Peradilan Agama yang berbunyi :

“Segala penetapan dan putusan Pengadilan selain harus memuat
alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-Pasal tertentu
dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”,

Atas dasar itulah Pengadilan Agama Jember memutuskan perkara No. 29/
Pdt.P/ 2004/ PAJr dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai wali.
(wawancara dengan Bapak Shaleh selaku Hakim Pengadilan Agama Jember pada
hari Rabu, Tanggal 15 Maret 2006).

Menurut pendapat penulis, penetapan perwalian anak dibawah usia 18
(delapan belas) tahun oleh Pengadilan Agama Jember tersebut adalah tepat dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Telah sesuai, karena baik
Pemohon maupun Termohon dalam hal ini anak-anak dibawah usia 18 (delapan
belas) tahun tersebut adalah sama-sama beragama Islam serta tunduk pada hukum
Islam, sehingga Pemohon lebih cocok mengajukan permohonan perwalian anak
ini pada Pengadilan Agama dan bukan pada Pengadilan Umum. Berdasarkan
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Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa sekarang tidak
ada lagi pibhan hukum bagi orang Islam, dalam arti orang yang beragama Islam
apabila lerjadi persengketaan yang dimaksud dalam Pasal 49 menjadi kewenangan
Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Hal
tersebut tercantum dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 vang
berbunyi :

(1) ™ Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam
perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai
obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”

(2) ™ Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang subyck hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam,
obyek yang menjadi sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama
bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497,

Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jember maka pengajuan

permohonan perwalian tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama jember.
Mengenai penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pun telah
sesuai dengan ketentuan Tata Urutan Perundang-undangan yang tercantum dalam
Pasal 1 jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama. Sehingga di kemudian hari, anak yang masih berusia di bawah 18
(delapan belas) tahun tersebut dapat menikmati apa yang menjadi haknya karena
telah diwakili oleh kakaknya, Dalam mengambil simpanan uang di Koperasi
Armada, Pemohon tidak hanya bertindak sebagai dirinya sendiri selaku ahli waris
orang tuanya akan tetapi juga sebagai wali bagi adik-adiknya.

Dalam asas personalitas keislaman disebutkan bahwa yang menjadi dasar

kewenangan dalam mengadili di lingkungan Badan peradilan Agama adalah :
a. Agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadi hubungan hukum
adalah Agama Islam;
b. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum islam.
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Apabila kedua ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka kedua belah pihak
yang bersengketa di bidang tersebut tidak berlaku asas personalitas weislaman,
Namun sebaliknya, apabila kedua ketentuan diatas terpenuhi maka asas terschut
melekat pada kedua belah pihak dan persengketaannya menjadi wewenang

Pengadilan Agama ( Hamami, 2003:98 ).

3.2 Alasan-Alasan Dalam Mengajukan Perkara Pemohonan Anak di Bawah
Usia 18 ( delapan belas ) Tahun

Dalam mengajukan suatu perkara, Pemohon di dalam permohonannya
harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk merumuskan hal-hal yang
ingin diminta oleh pemohon dalam petitum. Dikabulkan atau tidaknya suatu
permohonan oleh hakim didasa.kan pada hal-hal yang diminta oleh pemochon di
dalam petitumnya, karena seorang hakim tidak boleh memutuskan lebih dari apa
yang diminta oleh Pemohon. Dari alasan-alasan yang telah didalilkan pemohon
tersebut kemudian dijadikan suatu bahan pertimbangan hukum hakim dalam
memutus perkara disamping alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik
bukti saksi maupun bukti tertulis atau bukti surat. Pengajuan permohonan
perwalian anak tersebut pada dasarnya dikarenakan ketidakcakapan anak itu
sendiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Seorang wali tidak hanya bertindak selaku wali terhadap anak yang tidak
cakap tersebut, akan tetapi penunjukan Pemohon sebagai seorang wali adalah
untuk memberikan suatu perlindungan bagi anak tersebut. Perlindungan anak
yang dimaksud adalah perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuaj yang
tercantum dalm Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.
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Seperti halnya discbutkan pada ketentuan Pasal 13 avat | Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain
manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan:

a) diskriminasi;

b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual:

¢) penelantaran;

d) kekejaman, kekerasan, dan penganiavaan:

¢) ketidakadilan™,

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa tanggung jawab seorang wali
tidak terbatas hanya pada harta benda atau kekayaan si anak yang diperoleh
melalui penetapan pengadilan saja, akan tetapi lebih luas juga pada pertanggung
jawaban terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan moral anak tersebut. Sehingga
wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk
melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk
kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak). Selain itu dalam Yurispridensi Mahkamah
Agung No. 239K/ Sip/ 1968 Tanggal 15 Maret 1969 menyebutkan bahwa terdapat
alasan adanya perwalian anak dalam hal terjadinya perceraian. Namun dalam
perkara permohonan perwalian No. 29/ PdtP/ 2004/ PAJr alasan yang
dikemukakan bukan karena adanya perceraian, akan tetapi karena kedua orang tua
anak yang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun tersebut telah meninggal dunia
dan tidak ada penunjukan wali sebelumnya.

Alasan pengajuan permohonan perwalian anak pada Pengadilan Agama
Jember, biasanya disebabkan karena ketidakcakapan seorang anak dalam
mengurus harta bendanya. Seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun serta mempunyai hak terhadap harta peninggalan orang tuanya tidak dapat
serta merta mengambil dan menikmati harta tersebut karéna anak yang masih di
bawah usia 18 (delapan belas) tahun dianggap belum cakap untuk mengelola dan
memanfaatkan sendiri harta itu secara baik dan bertanggung jawab, Atas dasar
itulah kemudian timbul pengajuan permohonan perwalian anak yang diajukan
oleh kerabat dekat atau saudara kandung anak itu agar ia dapat menikmati harta
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benda atau warisan dari orang tuanya dengan di bawah pengawasan seorang wali

baik dalam hal penggunaan maupun pengelolaannya.

Dalam perkara permchonan penetapan perwalian anak No. 29/ Pdip/
2004/ PA. Jr ini kedua orang tua anak telah meninggal dunia dan sebelumnya
tidak ada penunjukan wali bagi anak-anaknya, sehingga Pemohon sebagai kerabat
dekat atau saudara kandung yang selama ini mengurus anak-anak tersebut merasa
berkewajiban untuk mengajukan penetapan seorang wali karena terkait dengan
adanya harta peninggalan yang berupa sejumlah uang yaitu simpanan uang yang
berada di Koperasi Armada yang menjadi hak para ahli waris. Tidak hanya
terbatas pada hal itu, perwalian tersebut juga mencakup dalam hal mewakili
seorang anak di bawah usia 18 ( delapan belas ) tahun dalam melakukan perbuatan
hukum secara aktif dalam arti kewenangan berbuat maupun melakukan perbuatan
hukum secara pasif dalam arti kewenangan hak. Sepanjang perbuatan hukum yang
dilakukan tersebut dapat dipertanggung jawabkan serta tidak melanggar hukum
atau merugikan kepentingan si anak sendiri. Seorang hakim dapat mengetahui
apakah seorang pemohon itu nantinya skan beritikad baik dalam melakukan
kewajibannya melihat dari keterangan saksi yang diajukan di muka pengadilan,
Dengan alasan-alasan tersebut, scorang hakim dapat menjadikannya sebagai suatu
pertimbangan hukum dalam memutuskan permohonan perwalian yang diajukan
oleh pemohon (wawancara dengan Bapak Shaleh, selaku Hakim Pengadilan
Agama Jember pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2006)

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyebutkan bahwa alasan
pengajuan permohonan perwalian anak pada dasamya demi masa depan anak
yang berkenaan dengan :

1. adanya harta benda yaitu harta yang menjadi hak dari anak yang masih berada
di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Seorang wali mengajukan permohonan
perwalian anak agar membantu dalam hal pengelolaart dan pemanfaatan harta
benda tersebut karena anak yang masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun
dianggap belum mampu melakukan pemanfaatan harta bendanya sendiri
dengan baik dan bijaksana;
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2. memberikan perlindungan bagi anak vang berada di bawah perwaliannya yang
meliputi tangung jawab dalam hal pengasuhan, pendidikan maupun pribadi
anak itu sendiri. Dari segi sosiologis, yaitu pergaulan anak di lingkungannya
yang sedikit banyak akan memberikan pengaruh pada anak tersebut. Dari segi
psikologis, seorang wali bertanggung jawab terhadap perilaku si anak. pola
pendidikan moral yang akan membentuk kepribadian anak itu sendiri. Dari segi
religi, seorang wali bertanggung jawab atas pendidikan agama dan segala
sesuatu yang berhubungan dengan keroh;mi;m anak sesuai dengan agama dan
kepercayaan yang dianut oleh anak tersebut yang dilandasi dengan Ketuhanan
Yang Maha Esa.

3. mewakili anak yang berada dalam perwaliannya untuk melakukan suatu
perbuatan hukum tertentu baik di dalam maupun di luar pengadilan, sepanjang
tidak merugikan kepentingan anak itu sendiri.

Pertanggungjawaban yang dibebankan pada wali mencakup banyak hal,
meliputi atas pendidikan jasmani dan rohani anak tersebut. Schingga dapat
dikatakan peran seorang wali tidak ubahnya seperti pengganti orang tua dimana
seorang wali bertanggung jawab secara penuh terhadap perlindungan, bimbingan
yang meliputi kepentingan-kepentingan anak yang ada dalam perwaliannya. Maka
dari itu seorang wali harus beritikad baik untuk mengurus segala kepentingan
anak karena ia tidak hanya mempunyai tanggung jawab secara moril di muka
hukum tapi juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Seorang hakim sebelum memutus dikabulkannya permohonan perwalian,
terlebih dahulu harus memeriksa kelayakan calon wali tersebut. Syarat-syarat
untuk dapat dijadikan seorang wali pun harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum
pengajuan penetapan perwalian diajukan kepada Pengadilan, diantaranya adalah :
1. warga negara Indonesia:

. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan scﬁnggi-ﬁnéginya 60 tahun;

. sehat jasmani, rohani, dan sosial;

- berkelakuan baik, adil, jujur, dan bertanggung jawab;

- mempunyai kemauan yang bersungguh-sungguh;

. mempunyai kemampuan sosial dan ekonomi:

= L™ T S L R 6 |
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7. beragama sama dengan agama yang dianut anak;
8. saudara kandung / saudara sampai derajat ketiga (www.depsos.com, Maret

2006)

Berdasarkan wraian diatas, Pemohon dapat dikatakan telah memenuhi
persyaratan tersebut sehingga menjadi suatu pertimbangan tersendiri bagi Hakim

untuk mengabulkan permohonannya.

3.3 Hukum Materiil yang Digunakan Hakim untuk Mengabulkan atau
Menolak Permohonan Perwalian Anak di Bawah Usia 18 (delapan belas)
Tahun

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang Hakim harus terlebih dahulu
mendengar keterangan saksi dan memeriksa alat bukti. Hal itu sangat penting
mengingat hal itulah yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus
perkara apakah perkara tersebut diterima atau ditolak. Untuk dapat memuaskan
pihak lain dengan putusannya atau agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain,
maka seorang hakim harus meyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan atau
pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat atau benar
( Mertokusumo, 1999:171 ).

Pertimbangan Hakim merupakan bagian yang substansial bagi seluruh
putusan yang berkaitan dengan kualitas putusan tersebut, Pertimbangan hukum
memuat dasar-dasar filosofi, yuridis, dan sosiologis dari putusan. Penilaian dan
pengujian terhadap alat bukti yang diajukan, diuraikan dalam pertimbangan
hukum. Pertimbangan hukum merupakan bagian dari putusan yang memberikan
tempat bagi hakim untuk mengukur dan menimbang antara perbuatan hukum
dengan aturan hukum ( Mertokusumo, 1999:185 ). Disamping itu juga sebagai
wadah untuk melakukan analisis-analisis penafsiran-penafsiran secara yuridis
terhadap suatu perbuatan hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali hukum yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat dalam rangka memberikan keadilan kepada
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masyarakat. Sehingga suatu putusan tersebut nantinya akan mengandung legal
Justice dan social fustice.

Legal justice adalah keadilan hukum, ada keseimbangan antara hak dan
kewajiban, keseimbangan antara aturan hukum dan perbuatan hukum, Dalam
legal justice atau keadilan hukum, yang menjadi fokus hakim dalam memberikan
keadilan berpedoman pada perundang-undangan yang diterapkan scbagaimana
adanya tanpa ditambah maupun dikurangi. Sedangkan social justice adalah
keadilan sosial yang menjadi indikatornya adalah keadaaan, struktur, serta kultur
masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga dalam menentukan pertimbangan
hukum, hakim tidak boleh hanya mendasarkan pada aturan hukum yang bersifat
nasional atau hukum positif saja. Hakim harus Jjuga mempertimbangkan kondisi
objektif masyarakat,

Dalam menetapkan suatu perkara seorang hakim wajib membuat
pertimbangan hukum yang diperoleh dari peraturan-peraturan yang berlaku serta
berkaitan dengan masalah yang sedang ditangani. Dalam perkara No. 29/ Pdt. P/
2004/ PA.Jr tentang permohonan perwalian anak dibawah usia 18 ( delapan belas)
tahun, hukum materiil yang dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum hakim
adalah berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi;

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang
tua, berada dibawah kekuasaan wali”

Hal itu diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 447K/ Sip/ 1976
Tanggal 13 Oktober 1976 yang berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan maka berdasarkan pasal 50 Undang-undang tersebut batas

umur sescorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18
{delapan belas) tahun bukan 21 (dua puluh satu) tahun",

Dalam menentukan layak atu tidaknya seseorang itu dijadikan wali, hakim

merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam menentukan syarat-ayarat

yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar dapat ditetapkan sebagai wali. Seperti
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yang tercantum dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut / orang
lain yang sudah dewasa, berpikiran schat, adil. Jujur dan berkelakuan
baik™,

Jadi dapat disebutkan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu

bagi seorang wali adalah:

I. Bahwa, anak yang akan ditetapkan berada dalam perwalian tersebut haruslah
tidak dalam kekuasaan orang tua.

2. Bahwa, umur anak yang akan ditetapkan berada dalam perwalian tersebut
haruslah belum mencapai umur 18 (deMpan belas) tahun dan belum
melangsungkan perkawinan.

3. Bahwa, pihak atau orang yang akan ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut
haruslah orang yang sudah dewasa, sehat pikiran, adil, Jjujur dan berkelakuan
baik.

Berdasarkan  kriteria-kriteria  tersebut, seorang  hakim dapat
mempertimbangkan seorang anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun tersebut
layak berada di bawah kekuasaan wali atau tidak. Seorang hakim Pengadilan
Agama juga tidak dapat mengesampingkan hukum-hukum atau ketentuan-
ketentuan lain yang berkaitan dengan permasalahan perwalian. Ketentuan yang
ada dalam Al qur’an dapat juga dijadikan suatu pertimbangan hukum hakim, yaitu
dalam Surat An Nisaa’ ayat 5 yang terjemahannya berbunyi :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta ( mereka yang ada dalam kekuasaanmu ) yang
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan
pakaian ( dari hasil harta  itu ) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata
yang baik”.

Surat An Nisaa’ ayat 9 yang terjemahannya berbunyi :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mercka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah
mereka mengucapkan perkataan yang benar”.
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Dalam Kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang terjemahannya berbunyi:

* Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal tidak mampunya
menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di
bawah perwalian demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakil
ingatan”.

Selanjutnya, ada beberapa mazhab vang berpendapat tentang wali yang
bukan ayah yaitu:

a. Mazhab Hambali dan Maliki mengatakan bahwa wali sesudah ayah adalah
orang yang menerima wasiat dari ay:sh, kalau ayah tidak mempunyai orang
yang diwasiali, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar’iy.

b. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa para wali sesudah ayah adalah orang yang
menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang
yang menerima wasiat darinya dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke
tangan qadhi.

¢. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa perwalian beralih dari ayah kepada kakek,
dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya
kepada penerima wasiat kakek dan sesudah itu kepada gadhi ( Ghazaly,
2003:167).

Menurut pendapat penulis, perwalian tidak hanya seperti yang diuraikan
oleh ketiga mazhab diatas. Dalam hal tidak ada wasiat dari orang tua maka
saudara kandung pun berhak melakukan permohonan pengajuan perwalian kepada
Pengadilan. Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa dalam membuat suaty
pertimbangan hukum, seorang hakim harus mengetahui peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dan sesuai dengan permasalahan vang sedang ditangani.
Seorang hakim dalam memutuskan perkara, berpijak pada hukum materiil dan
hukum formil. Hukum materiil adalah norma-norma hukum atau aturan-aturan
tertulis ( undang-undang ) maupun tidak tertulis, yang dijadikan pedoman bagi
warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat
di dalam kehidupan masyarakat ( Hamami, 2003:122 ),

Maka dalam mumutuskan perkara permohonan perwalian anak ini harus
berpedoman pada Undang-undang yang berlaku diantaranya Undang-Undang

-
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Nomar | Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
lentang Peradilan Agama, serta hukum-hukum lain seperti Kompilasi Hukum
Islam dan Al qur'an maupun mazhab-mazhab para ulama vang telah diuraikan
diatas. Semua hal itu dapat memberikan masukan bagi hakim dalam
mempertimbangkan permohonan perwalian yang sedang ia tangani, sehingga

putusan yang dihasilkan mencerminkan legal justice dan social justice.
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Dari uraian yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab-bab terdahulu.

penulis dapat menyimpulkan tentang perkara permohonan perwalian anak di

bawah usia 18 ( delapan belas ) tahun ini sebagai berikut:

l. Bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara perdata tertentu di tingkat pertama bagi orang-orang
yang beragama Islam. Perkara perdata tersebut meliputi bidang perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagoh® dan ekomoni syari'ah,
Dalam bidang perkawinan salah satunya termasuk tentang perwalian anak di
bawah usia 18 ( delapan belas ) tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 tentang Peradilan Agama tidak ada lagi pilihan hukum bagi orang
Islam sehingga Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan absolut untuk
mengadili masalah perdata tertentu termasuk perwalian anak karena baik
pemohon maupun termohon ( anak yang dimintakan perwalian ) adalah
beragama Islam maka pemohon mengajukan permohonan perwaliannya kepada
Pengadilan Agama Jember sesuai dengan wilayah hukum ia tinggal serta sesuai
dengan asas personalitas keislaman.

2. Bahwa dalam mengajukan suatu permohonan perwalian, pemohon harus
mencantumkan alasan-alasan pada pengadilan yang nantinya dari alasan
tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum hakim dalam memutus
perkara tersebut. Pada perkara perwalian No. 29/ Pdt.P/ 2004/ PA. Jr yang
dijadikan alasan permohonan perwalian terhadap adik-adik pemohon yang
masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah adanya simpanan
sejumlah vang dari almarhum orang tua mereka yang berada pada Koperasi
Armada yang menjadi hak mereka selaku ahli waris dari orang fuanya,

3. Hukum materiil yang dijadikan dasar dalam menerima perkara permohonan
perwalian anak ini adalah mengacu pada Al qur’an maupun mazhab para ulama
yang berhubungan dengan masalah perwalian anak serta Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan juga Undang-undang
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Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan disamping Kompilasi Hukum Islam

vang dijadikan pedoman dan penunjang Undang-undang.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam masalah

penctapan permohonan perwalian anak ini adalah sebagai berikut:

P’ara pencari keadilan khususnya yang beragama Islam, hendaknya mengajukan
segala problematikanya yang berkenaan dengan masalah perdata tertentu
kepada Pengadilan Agama, Karena didalam Pengadilan Agama dapat
memberikan solusi yang tepat sesuai agama Islam yang tentunya tidak akan
merugikan.

- Hendaknya dalam mengajukan permchonan perwalian anak, tidak hanya

didasari karena adanya kepentingan terhadap harta benda saja. Akan tetapi
lebih kepada pemberian pengayoman pada anak itu sendiri.

. Hendaknya dalam memberikan keputusan, para penegak hukum khususnya

hakim tidak hanya melihat dari apa yang tercantum pada peraturan perundang-
undangan saja akan tetapi lebih peka terhadap sosial budaya yang berkembang
di masyarakat.
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Lampiran II

PENGADILAN AGAMA JEMBER

JI. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765
JEMBER

SURAT KETERANGAN
Nomor: PA.m/TITL.O0/ /127 /2006

Menerangkan  dengan  sebenarnya  bahwa  scorang  mahasiswa
' E 4 =

Liniversitas Negen Jember

Nama : LISA SETYORINI
| NIM - 020710101245
' Alamat : JI. STM Trisakti No. 13 Gajahbendo-Beji Pasuruan

Jurusan : Fakultas Hukum

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negen Jember
Nomor : 1016/J25.1.1/PP.9/2006 tanggal 11 Maret 2006 yang bersangkutan
sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember
dalam permasalahan
“KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN
AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN
PERWALIAN BAGI ANAK-ANAK DIBAWAH USIA 18 (Delapan
Belas) TAHUN ( Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor:
29/PALP/2004/PAJr. tanggal 29 Agustus 2004) "
Demikian surat keterangan uu dibuat untuk dapamya dipergunakan

sebagaimana mestinya.
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PENETAPLAN

Momor: 29/Pdt.P/Z2004/PA.Jdr
RIEMILLAHIR RAHMAaNIE RAHIM

DEMT KEADILAM BERDASARKAN EETUHANAN YANS MaHa ESA

Fengadilan Agama Jembhee vang mengadili perkara
pa e ok a dalaim Tioigkalt pestama ., dalar st o armgan 1% A Talah
e A b b kan  panebapan sebagal bl o s P laaaryya s~

1. w28 tahiin,

agama lulam, pekeriadn  tidalk kesda, tempat  tingga
didalan Teunvioro Gg. IX Mo.d Bt. 1 Rw. 1T Kelurahan

kapaliban, Keoamalan Kaliwates, Kabupaten Jembers —

Belaniutnya disebut PEMOHON § o o e
Feangadllan Agama torsebuly —— o . i Fam
Setelah menbata SUFAL-GUIrAT POFRKAFAE ——rm s ———————————

Sulelah mendengar keterangan pinak pemohon dan  memperhati-

Kar Bubkti-buktil diperBlBaman p e e s o . ——————

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohor berdasarkan permoho—
nannya tertanggal 25-TL-2004 Farg terdaftar ddi Kepaniteraan
Fengaddilan  Agama  Jember  dibawah  Momoes 22/Fd 1 . PA2009,

FA.dr. telah mengaiukan permobonan perwalian dengan dalil-

dalil sebagad bepdkat § - s e

—

~= Babwa, antara Rita’i dan Dawivah/Rofie “ah pada kanggal 1
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Dawiypah/Rofieah  dijalan  Trunojove Gipe: X Moe. 1 Rt.d
Fw. 2T Kelurahan kepatiban, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten
dember dalam pernilkaban telah dikarcniai anak 7 Grang g —

o Favedela Mariva BAaptordndy wmir B8 balang e e —_—

2. Isti’ana Ulfiyah Muktiestud, uwmur 2a tahun g sorre————

wa Biyah Husndlyab Fairivati, uwmur 18 S PIAPY e e e e s
G Riabi Mirah Busanss, oooe L8 TR} i i i
-
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duga  masalab sekolah kelima adil-acik kRandungnya terse-
EFLA T s om0 1101 e i e a1 11 i s e
- Bahwa, oleh karena semasa bidoapnyae almarhum Rifa'i mem-—
punyai wang simpanan di Koperasi Armada, maka berdasarkan

bukim andgk—anal almarbum tersebut bBerbak antul memperoleh

Fak pengambilan wang teetsebaty ————
Babhwa, |larena ketiga anak dari almarhum Rita’ld dan Da-
Wiyah Rofie ah tersebul pada saat in? belum mencapai umur
dewasa (L8 tahun) ataw balwm pernah melaﬁqmungkﬂn Py ia-—
winan serta ﬁmmpm{‘ﬁmmt ind ikt pemohon. mmhﬁ pemohon

sabagal  amalk kandung almarbom yang  perbama o memerlulan

adanyva perwalilan mengenad pengambilan vwang  odi  Kopsrasi

Armada almariim maupun harta bBendanyag e
Bahwa, atas dasar alasan-alasan sébagaimana  tersebut di-
atas, maka pesnochon aohon BEepadsa Pengadd lan fgama Jember

agalr berkenanmemsriksa perkara ind dan menjatubkan putusan

sEbanal DerLRULT e e S

1. HMengabul kan permahonasy pemobongy — -
@, Menetapkan, mengangkat pemohon sebagai wali dard  anak
pasangan RIFA'L dennan seorang wanita nama  DAWIYAHS

ROFIE " AH vang Belum mencapal woue 18 Labun masing-masing

bermaimay e AR e e e e e - Tk P T e e P o



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ermat] Feabed Mirermaonean, wmuer OB Eamamg e e
Foo Meaemael FaniEa o, wihkd - T R e . R
= I'-|'||'|'|-:-l.!| il |'|||'. nl344l Lumd 1 I._:':'I.l'l'_in'. ................ " et o

e e A sl s siven eamdaodl Rspadia pemoan g

Submddaiies  Akan miphan pacbesan g = U (R MRt 1 i B0 T ST ke

Mlesrd By o hahtwa tada Dl seietame samng - belaly g3t
bapkan oo ol L oo bgla o el g e daey Malel s
Leclali heridnbe mendanad annya nemiey ikl ber bagdihy e t

Menimbang, babwa  selaniutnys pameriksash perkai-a
ol L@ dengan o Bacalaannya permohonan  penohion teraabut

diatas dan atas peptanyasn Paielis, pemohon  aenyatakan

Eabap (A peErmONDOEARNYEE o o
Mgnimbanyg . bahwa untulk  menegubkan  dalil-dalilnya,
pemohon mengaiukan buletl-bukti sebagai berikuby seess——mo——
Surat: |
1. Foto Gopy Suweat Kematian Momord 47&/??Kﬂ35.07/%002 atas
mama  DAWLYaHARGOFTE " &k yang ol e luarkan olah Lurah
Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jdember (F.1)3

Fuoto Copy Surat Kematian Nomors A74/38/511.07/71997 atas

i |

mama  RIFA®L wang dikeluarkan oleh Lurah Kepatihan,

Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jembsiye (Fedlg ——ssm—e—s
3. Foto Copy KTF atas nama FARITDA MaARLYA SAFTORIMI,  wang

i e luarkan  olel Kantor Kecamatan Kaliwates, Kabupaten

gt oot o e T R T e T s =

4., Fota Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M.

RIFA'T ICHEAN (P g s "

G, Foto Copy Kutipan ékila kelahiran Mosors 48471987 tanggal
4 Maret 1987 atas mnama AHRGD FERRTE KURMIAWAN (P.3)§ ———

6. Fots Copy Kutipan #ékta kelahiran Momors 0B/373/1989
tangral 24 Pebruari  ¥EY atas nama FUHAMMAD  FAUZL



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

i Lapy Budipan dkta loelabicas hoampey LR s100s

Eanngal w0 OGS 3R A s AMFAD AT PILIEHL&SH
LR el s - S, S e e Be Ao " T
Saksi-Baksiz
L Neowdy bers(mpsly &) ——————o T e e e e
Bavbwea s sadmd | adalaty sl e BELUDL pamtihon g s———
Walwa,  pomobion menga b permiaboran perwalian  atas
SRSV n”id AN Qs sy Brama s Ahmad Febed
Kutrredawain s i Puamimad Falted s olan Alunadd adnod Mukhlashs
= Bahwa, kedua orang tua pemohon yang bernama = Rifa’i
dan Dawiyah/Rotie ah telal MRRAEGLAL dunday —————————
< Dabiway, seiak kedua wrang tua psmobon meninggal dunia,
keetiga acik-adik kandung pemohon tersebut berﬁdm dlalam
aswhan/pemel  haraan pemohon , dan somia biaymjkehutuhan
hidupnya GLEANGYUNG  PEMEFON G —mmrm e e i s e i
Balwie pemobon tidale pernah menelantarkan ketiga adik
Eandungnya tersebuty e o= i = e
= Babwa, ketiga adilk Eandung pamohon tersebut sampal
sekaranyg Gnd belun PErnah melancsungloan perkawinany ——
-

@« Indah, barsumpah = e b et e ey s gt
— Bahwa, saksi adalah saudara SEPUEL pamohong s et
= Bahwa, pamohon mengaiukan permohonan perwalian  atas

ketiga adllk  kandunignya sang  bernamat  Ahmad Febri
Kurmdawan s Mubammad Fauri, dan Ahmad Alnul Mukhlashy -
Hahwa, ledua orang tua pemohon vang bernama ¢ Rifa‘d
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asuban/pemeldharaan pemohon . dan somua biaya kebutuhan
hidupnya ditanggung pemohor j ————-— e =

Bahwa, pemoabon tidalk pernah menaelantarkan ketiga adik

kKandungnya tersebuty e i - oy ot
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Labuway,  keligae  adils kandong pemshess L rsehbinl,  sampai

sediaramg dnd belom parrvil melan g han  poerkawinany
Merimbang , babwa atas keterangan kodua salkad Lerppm
Jant e eyl eI B ey o b o e . e o e & UL I A

Mespimbearng  bakwa o Lok mEmpersingkat uraian putusan
bl el s seasuati yand levrcantom dalam borila acars Fa Ll o
i

el iy any dilanggan Lelab tesrmasul dan ne rapsdlean bagian  tlaid

fria ki P gl (5 1 B e I ETCTIER o - i TES alieh ey L

TENTANG HUKLIMNY A

Menimbang, bahwa permohonan pemahon adalah | sebagai-
marva beruaratl l J il '|.'.=':'|.‘.E} e e s e e R R S
Fenimbang, bahwa berdasarkan panielasan  pasal 499

ayat (2) Undang=undang Momor 7 tabiun YHY, perkara  a-quo

i L b wawenang Feradilan PIGNAMIEL v simemn ot e Bt T —
Menimbang ., bahwa  dnti  daldl [rermohicnan perohon

adalah  babwa pemohon mengadukan permohonan perwalian  atas
ketiga adik kandunghya rang bernam: Abmad Febei Kurniawan ,

umae 17 tahun, Ahmad Fauzi, umur 15 tahun, dan Ahmad Ainul

Mukhlash, wour 11 tahung e e st i
Menimbang , babd® untul dikabullan pernohonan  perwa-

bian  haruslab dipenuhi Syarat-syarat yvang ditentukan oleh

PRI AL G e LRSS 64y e S L S i s

pEraturan pﬁrundang~undmngan; =

Menimbang, bahwa dalam pasal 530 avat (1) Undang—
undang Momtr 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "Analk yang belum
meacapal  umur 18 (delapan belas) tahun atau Berluin melang—

sunglkan  perkawinan, yang tidak berada dibawah kebkuasaan

frang tua, berada dibawah kekiasaan T el R gy
Menimbang, bahwa sementara ita dalam pasal H1 0 avat

{(2) Undang-undang Nomor 1 tabun 1974 dinyatakan bahwa "Wali

sedapat-tapatnya diambil dapri Leluarga anak tersebut  atau

wrang lain yang sudah dewasa, bierpikiran sehat, adil, juiur

dan berkelakuan baikg s it i
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Pl i gl Gadwia bl pasailspaaead  torsebol diatams

bt s lilsaen fadnas

sl aaclan svaral-tiyarat

o e I L I, o e o A L ) VB P TR TSR i . + e e et el
[ it artale yong akan dhitetaplan herada dalan,  perwealian
FisiFme it Bagsus Laly Tdokalsdabam Hekasaan: omang Ty s =

Bravhiveis s tommpes arah owane atcan o bsbbapiean  eracka . dalam Pk

fi it ar Irﬂ';mLa:i*thlhﬁlm o belum mencapad wmer L8 tabun  dan

bes Lty meLlangsungkan  pReltawinang s
Babwa, pihak  alan orang yang akan ditetaplan swebagai
wiali atas  analk tersebut bBaruslah orang yarg"  dewisa,
sehat pikiran, adid, Jwiue dan beekelabuan balpy ——oesses
Plenimbang. bahwa  menueck  beterangan kRedda  saksi
pemohen  (Mosi dan Indah) dibawah sumpahnya  masing-masing,
gimana k@terangan saksi yarg sala dengan  lainnya saling
bersesuaian  yang  pada dintinya dapat disimpulkan sesbagai
b,:._;: - ﬂ. !"-'.'..'u -t'[ B e e 1A AR i 44 8 AL AR S et e A e e e it
=~ Bahwa, pemphon adalah anak kandung dari pasangan  almar-

hum/almarbamah  suwami  isteri yang bernamas Rifa'i dan

i

Dawiyah/RoTie ahg W e e st s e
Bahwa, smejiak setelah kedua orang tua  pemohon  meninggal
dunia,  ketiga adlk kandungnya yang bernamnar fhmad Febri
turniawan, Mobammad  Fauzd, dan Ahmad  Ainul  Mukblash
berada dalam asuban/pemelibaraan dan pembiayaan pemohong

Bahwa, pemohon  bidak pernah menelaintarkan  ketiga adik

Eardungnya terssbut hinggae sekarangg - el
Babwa, ketiga adilk kancdung peoohon terssbul sanpal  sekas
pang dni belum pernab melandgsundglan perlaminan g s =
Menimbang. babwa berdasarkan ketorangan saksi  pemo—
hon  tersebut dan dengan dibubungkan bukti P.l, P.2, P.3,

Fuf P.5, F.d, dan F.7, maka dapat diketemulkan adanya fTakta

Fodan webagaid beelkat:
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S TR pemlicny @i lal @hake FEariilome e pasdaigan  almae=
PLbe® pd etk B osoesind e ey fi mErramar  RETatl oddan e
Wilea s e Ty o " nl Aary o mendnggal s iy 2 Dasember
(s lean Bavmsanial LA Dress e bres b TR e H

by medals getaelab ks wrrang hda  pamoban mendoggal

cii i, [ S P T 5 R B = S W B T fitimad . Feshied
Biirn g ameary Lalvts argals A Pehroard (9820 Mulamiee Fanrd

adyd Im.qqajfl Bralve bl i RREY. dan dbmadl Bdmd Fluekelyl i b
Lahir  tanggal L Juld 1995 berada dalén asuhanSpenel d ha-
raan tan  pembiasaan FREAG IDERN G et e i L =
Bahwa, ketiga adilk kandurg pemohon  tersebut hingga seka—

rang And belum pernab mel angsungkan PErlawd nan g seeee——————

- Bahwa, pemchon  tidak peenah menelantarkan  letiga adik

kanidungnssd teraabnb hingoa selarangs e
Mendimbang, babwa berdasarkan folela  huleam tersebut
diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pemohon telah mneme—
nuhi  syarat-syarat untuk  ditetaplan sebagal wali atlas
ketiga adik kandungnya ¥yang bernamar  Ahmad Felbebd Kurniawan
Lahir tanggal 18 Februari 1987 (atau umur 17 tahun), Muham—
macd  Fawzd  lahir té:ggal 1 Februari 1989 (atau umur 15

tahund . dan Ahmad Sinul Mukhlash 1akire tanggal 1 Jduli 1993

Cataut mur 11 taliun ) —e o ol i it
Menimbarg, bahwa dengan demilkian permohonan pemnohon
driue agar diteltapkan sebagai wall atas ketiga adik lkan-
dungnya  ftersebut dialas cukup beralasan untuk  dikabulkan;
Menimbang, oleb karena perkara  ind masuk;  dalam
i dang perkawinan,  maka bBergdasarkan casal 8% avat (1)

Undang-undang Momor 7 Tahun 1989 malka Bilava perkara harigp—

Lah dibebankan pemcbon g
Mengingat. Sonua pasdalepasal dari  peraturan PEFLR
dang—undangan  yang berlalu dan Bubwm Tl am wary bherkaitan

dengan  perlos e a b I e 11T O e S 2wy AL 0 302 i


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1. Mengablllan permaotoran Pemanmnm g — = e s
<o Flaetaplsin Solivadd bukiin, Baliwa pemobon adalal wali darFi
arad Pasarrgsan. RIFSTT dengan S ) warnd ta I Tea
RAWIYAHAROFTIE * Al masing-mas 1o e L B
ds filimad Febid Karniawany tmur £7 Cabums e e L
B e smimesel | Faaie o ULy LA LBy ™ e bt A 08B £ a2 2

i
|

iy M rmaels B Pl T e I N TR e KA e B e e e YR e
S Meabebailkan  Biaya perkara Ferpdala para poemahon ¥ang
Bingge kind dibitunyg sebesar Mg 137,000~ (seratug tiga
paluh Tuluh o e b P Iy et e e i e
Bemilkian penetapan  ind ddda tahkan packa hari  Rabu
Langgal 29 Agustis 2004 Mawmahl, bertopatan dengan  tanggal
120 Dzulgotdah t42n Hifdriyah oleh kami HM., LUTHFI HELHY ,
SHI. sebagal Hakim Ketua, Drs. M. SHALEH, MH. dan SULHAN,
SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta  dibantu
oleh SHOHEH, SH. sebagal Pandtara Fengganti . Ferneltapan mana
pada hari ftu bduga diucapkan pada persidangan yang dinyvata~-
Fan berbuka untul umoam detgan dihadird oleh pemahtn g ————

il

Hakim Angggota Hakim Ketua,

Drs. M. SHALEH, MH. MH. LUTHFI HELMY, SHI.

LHA& SH. MH.

PAVITERA PENBBANTI,

SHOHEH, S5H.

FPerincian Bisya Ferkarag

i, Biava administraszi Rp. 50,000,~
S AR, Rp. G5.000, -

AR ya Kepan . F B &G 000 =
S AR parsgg il A . &0, 000, —

& Meatdrad Brin L
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UNDANG-UNDANG REFUBLIK INDONES]A ;

NOMNOR 2 TalUN 2006 : !
TENTANG v

HAMATAB UNDANG-UNDANGS NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG PERADILAN ACAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.l ;
PPRESIDEN REPUKLIK NMDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupalan
negara hukim yang- berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan  untuk  mewujudlkan tata kehidupan bangsa,
Negara, dan masyargkat yang tertib, bersih, malkmur, dan
burleeadilan; ;

bahwa Peraciian Agagng merupakan linglkungan peradilan di
bawah Mahkamah Agung  sebagai  peldku  lkekuasaan
kehakiman  yang  merdeka .untuk menyelenggaralan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

bahwa Peracdilan Avania sebagannana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sudah tidalk sesuailagh dergan perkembangan kebutuhan
hukum masvarakar dan kelidupan ketatanegaraan menurut
Uadeag-Undang Dauar Negara Republik Indonesia Tahun
1345

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  huruf a, huful b, dan huarel ¢, perlu membentuk
Unda‘ng-Unda:ag ieniang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 198% tentang Peradilan Agama,;

-

4 i

sodhasat T4, dun Fasal 25 Undang-Undang

Casar Negara Repubhl ‘ndonesiy Tahun 1945;
Lo ] "

Undang-Undang Nemer 14 Tahun 1945 tentang Mahkamalh
AgUnE sebagmimona cinn aiubah dengun ‘Undang-Undang
Nemor 3 Tahun 20:.5 tentang Perubahan atas Undang-
Undanpg Momoer 18 Tabun 1983 tentang Mahkamah Agung
lLembaran Meguya Reobik Irdanesia Tahun 2004 Nomor 9,
Tambalyun Lemborsr Megaea Mepublik  Indonesia Momaor
1359,

3 Un-:laﬁg-Un-:Jang |
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ST R—SS
= _ Lompiron Iy

TRESIDE M
REPLBLIK INDONES|
i ey i o = Rt oy VERTAAY cnen e, B )
Undang-Undang Nomc anun 1938Y tentang: Peradilan
AuFrma |elprs Tanun 1989
Nomaor 49, Taml L Mepublik indasesia

womar 3400)

Undang-Undang Memor 4 Tabhun 2004 tentang Kelwwasaan
Rehabiman (Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun
2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia'Nomor 4338); - :

Dengan Persetuiuan Bersama
DEWAN PERWANILAN R."';]{Yﬂ'j' REPUBLIK INDOMESIA
dan
PRLSIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

erapran :U:\.’D.%N{LUND.&NG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN
AGAMA, i

1]
Pasal |

Becberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Nepara -Republilk
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai berilut:

. Ketentuan Pasai 2 diubah schingga berbunyi sebagai
berikur;

Pasal 2

Peradilan Agama adalah salah satu. pelaku kekuasaan.
sehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.

2, Dt antara Pasa: 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yalkni
Paszl 3A, yang berbunyi sebagai berikut:
fuh

Pasal 3A
Di  ingkungan . Peradila® - Agama dapat diadakan

pengikhususan pengadilan vang cdiatur dengan Undang- -

Undang.

3. Reientan ., .

R



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

>

‘I,

Cn

e
.}lr.;’f*'
A
Al
e
W04
i, L |
311 M
e, 5 L A
e LA
2| sl @
N et R S e | |
Hetentuan  SBasal a ity sehingsa  berbunsy selapal
ekl
a3l
L) Pengadilan e Berketudiisan uli F23Ly leera
rabuipalen /kots dan Chete iy Hekurniva FET RIS

wilayaly wabupaien ot

2) Pengadilan tingpi o mma berkedudulaan @ ibu ol
o e :
Provinst  dan  daecrah hulkumaya meliput!  wiayah

provinsi,

Rerentuan Pasal 5 diubal sehingga  berbunyi sebagai

beriloat:

Fasal 5

(1) Pembinaan teknis Beradilan, organisasi, adminis rast,
dan finansial pengadilan dilaloukan oleh Mahlamal
Agung. |

(2) Pembinaan suhugni}hana dimaksud pada ayat (1) tidale

boleh mengurangi kebebasan halkim dalam memeriksa
dan memutus periidia,

Ketenti.an Pasal 11 diubah schinpga berbunyi sebagai
berilaat:

Pasal 11 .

(1) Hakim pengadilun adaith pejabat yang melalkukan
tugas kelouasaan kehakiman, '

{2) Syarat dan i citra’ pengangkatin, pemberhentian,
Serta  pelaksunaan tugas  hakim ditetaplcan dalam
Ulﬁﬂa!'Lg-Uﬂd:!rjj; ini;

Ketentuan  Pasal 12 diubah sehingea berbunyi sebhagai
berilout: ) ' :

Pasal 12

(1) Pembunaas dap peagowasan winum lWihadap hakim
chlakoukan olel Feetum baalvlsiimuh Apgunag, ’

(2] Pembinaan dun poigawasan umum sebapaimana
dimaksud  pads avil o 1) uduk bojen mengirang)
Kebebasun hakun datars memeriksa  dan MICILEEg
perkara ' '

7. hetentuan

ke
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K porvin, Fasa 130 diiaatet ealade oo L lause Eetigen
=HERG o il kS BT scuaga;

|3

(o Untuk dapae dianplcat sebagad calon hakim pengadilan
QBT sescorang varits o memenuhi Syurat sebagai
Jerikur:

d.  warga negarn nddotisia;

b, beragama lsiam:

r: Dertaqwa Hepada Tahan Yang Maha Esa:

d.  setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

© sarjana syariah dan/atay sarjana hulum yang
menguasai hukum Jslam;

[. sehat jasmani dan rohani;

£ berwibawa. jujur, adil, dap berlzelaleusn  tidal

tercela; dan _

. bukan bekas anpuata organisasi terlarang Partaj
Komuynis Indonesia termasulk organisasi massar.ya,
atau bukan orangiyang terlibat langsung dalam
Gerakan 30 September/Partai Komunijs Indonesia.

(2} Untuk «dapat diangkat menjadi hekim harus pegawai
negen yang berasal diui calon hakim sebagaimana
dimaksud padez ayat (1) dan berumur paling rendah 25
(dva puluh lima) tahun, '

(3) Unruk dapart diansket menjadi ketua atau waki) ketua
pengadilan agama haruy berpengalaman paling singkat
L0 (sepuluh) tahun sebupad hakim pengadilan apama,.

Ketentuan Pasal 14 diubak sehingga  berbunyi sebagai
berikut: ;
Pasal -

(1} Jntuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi
agama, scvorang halam harus memenuhi syarat sebagai

berikur; : V..
&, syarat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
) hurel a, herufl b, huruf ¢, hurufd, huruf e,

huruf g, dan horal A%,

b berwmur paling rendaly 40 (“ipat puluby taliun;

= peagalaman paling singkat 3 (iime) tahun sebagaj
Retua, walkil Retuy, pengadilan BEama, atau 15
(lima belas) tahun sebagal  haldrn pengadilan
dgama; dan .
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10.

(&)

(3]

I L e o
FEELNR g S o 8 e A |
u lulus elizamiras) yung dilakukan oleh Mahkarah

Agung

Untule dapat dianghkat mconjadi ketua pengadian tingg

agama harmis berpengalaman paling singkat & (limal

5 -l
tehun sebagel haldm pengadilan tingegi apama atay 3

(tiga) tahun bagl hakini penpadilan Unggi agama yang
pernah menjabal ketua pengadilan agama.

Untulke dapa! dianghkat menjadi wakil ketua pengadilan
Unggi agama harur oérpengaaman paling singkat
(empat) talun sebagai hakim pengadilan tinggi agama
atau 2 (dua) tahun bagi haxim pengadilan tinggi agama
yang pernah menjabat ketua penpadilan agama.

Ketentuan Pasal 15 diubah :::thinggﬁ berbuny! sebagai

berilout;
_ Pagal 15
(1] Hakim genpadilan di:—l‘i_nglmt dan diberhentilkkan oleh

2)

Presiden atas usul Kewda Mahkamah Agung.

Ketua dar walil Icéjua pengadilan diangkat dan
diberhentikar gieh Ketua Mahkamah Agung.
Ty

Ketentuan Pasal 16 diubali sehingga bLerbunyi sebagai
berilaat: ' .

(1)

(2)

(3)

Pasal 16

Sebelum memangku jatatannya, Jeetua, wakil ketua,
dan hakim pengadilan wajib mengucaplkan sumpah

menurut agama Islam,

Sumpah sebagaimana  dimaksucd  pada ayit (1)
berbunyi sebapgai berileut : ' 2
“Demi- Allah “saya bersumpah bahwa saya akan
memenuhi kewajiban halum dengan scbaik-bailknya dan
scadil-adilnya, 'memegang teguh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan_

menjalanlian ‘segala peraturan  perundang-undangan
dengan  sclurus-lurusnya  menurat Undang-Undang
Dasar Negara Ftcpubii}}', lisdonesia Tahun 1945, - serta
berbaku kepada nusa dan banpsa”. )

Walkil ketea . dan haldm pengadilan agama

mengucapkan sumpah ¢ hadapan ketua penpadilan
aguma,
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PR ISR

AP L . Y S E A
() ‘Wakil meids dan halim pengadiling UpREL apauna seita
setua  pengadilan 9:1:15'. menpacapkan sumpan i
aadapan ketua penpgodilan tinggl agama
(3) Ketua penpadilan ghpgl agama miengucaphkan sumgan

¢ hadapan Kerua Mahliam: ah Apung.

11. Ketentuan Pasal 17 cditibah szhingga berbunyi sebagal

beriaot.

Pasal 17

(1) Kecuali ditentukan lain olch atau berdasarkan undang-
undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi
a. pelaksana putusan pengadilan; :

b, wali, pengampuy, dan pejabat yang berkaitan
dengan suaru perkara yang diperiksa elehnya; atau
c. pengusaha.

(2) Hakim tidak boleh merangkep menjadi advokal.

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

" I'
12. Ketentwan Pasal 18 diubah schingga berbunyi sebagai
perilout: :

Pasal IE:

{1} Kerua, waldl ketua, dan hakim pengadilan

diberhentikan dengan hornat dari jabataninya karena:

a. permintaan sendiri;

b, sakitjasmani atau rchani terus-menerus,;

¢. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagl

ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan .agama,
dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil
ketua, dan hakim pengadilan tingpi agama; atau

d. ternyata tidal cakap dalam menjalanlcan’lagasnya.

(2] letwa, wakil ketuwa, dan hakim pengadilan yang
meninggal dunia dengan sendirinya diberhentilkan
dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

e

13 Kewestuan Pasal 190 dlubab osehingea berbunyl  sebagai
Dmak-.m. : :
cPesak LS e

"


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19,

£n

3 'f'l,_ --L_-.'I._"I
f-:_lt_ s E
g ¥ :
;i‘a [ qu{é,ésnory Universitas Jember
o i; 4
qﬁ't&h v-.‘}”,/
S M
el 335 e EEE
AT L bl ang f2 Lin s
Pasn) 1o
(1} Wetisn, wislal ketua dars hakim tibeyhenbikan | tidak
dengan horemat dar ALatannya dengan alasan
a dipierana Kadena bersilah melidoukan tindak pizana
kejahalan,
2] melarkusny parbcatan ercelns
= (G UE-mensrils melnlaglkan rewatharn dalam

meanjalanian tugas pekerjaannya;

d. melangjar sumpah jabatan; atau : :

¢. nelangpar latangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17.

{2) Penpusulan pemberhentian tidak  depgan  hormat
dengan alasan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, hurul ¢, hurafl d, dan hurufl ¢ dilakukan
setelah  yang  bersangloutan  diberi kesempatan
seculaupnya untuk membela diri di hadapan Majelis
Kehormatan Hakim, E

(3) Ketentuan mengenai pembentukun, susunan, dan tata
kerja Migelis® Kehormatlan  Hakim, serta tawa cara
pembelaan dyri diatur  lebih  lanjut oleh  Catua
Mahkamah Agung,

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkut: '

Pasal 20 :

Seorang haliin yang diberhentikan dari jabatannya dengan
sendivinya diberhenukan sebagar pegawai negeri.

Ketenluan  Pasal 21 diubah schingga berbunyi sebagai
benlkut ‘

Tgysal 21

(1) Ketua, walkil ketua, dan hakimy pengadilan sebelum
diberhentikan  udal  dengan hormat schagaimana
dimaksud dalan Pasal 19 ayac (1), dapat diberbentikan
sementara dari jabatannya cleh Ketua Mahkamah
Agung,

4

(2] Terhadap pemberhentinn sementara  sebagaimana
dimaksuel  pada mvai i1 bertnky juese  ketentuan
sebagannung dimaldesud doalae Pasai 19 ava (2)

. ikl o : :

(3} Pemberhenuan sementara ssbagnimana dimaksud Pade
ayal (1) bertaku paling land 6 (enam) bulan

16, Ketenwuan
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Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagat
DeTIKLE

Fiapay] TS
Pasal 25

Ketus, waktl keron, dan hatam pengadilan dapat ditangsap

atau ditzhan atas perintak Jaksa Agung setelah mendapat

perectujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

a, tertangkap tangan melakukan ‘indak pidana kejahatan;

b, disangka teiuh me.axukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana mati; atau

¢. disanglka telah melakukan kejahatan terhadap kemanan
negara,.

Keteptean  Pasal 27 diubah  schingga berbunyi  sebagai

berikut:

Pasal 27

Untulk dapat diangkar menjadi panitera pengadilan agama,

seorang calon harus memenuhi svarat sebagai berikut: )

a. warpa negara Indonesia;

bh. Dberagama Islam; 4

¢. bertaqwa kepada Tuban Yang Mah.  a; |

d. setia kepadar Pancasila dan Un .g-Undang Dasar
Negara Republile Indonesia Tuhun 1+ 55

e. berjazah serendah-rendahnya sarjana -syari'ah atau
sarjana hukum vang menguasal hukum Islam;

[, berpengalaman paling singkat 3 (uga) tahun sebagai
wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda
pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera
pengadilan tinggi agama; dan

g. sehat jasmani dan rohani.

Ketentuan Pasal 28 diubah schingga berbunyi st Lagai
berdeut: J
Pasal 28 | ,

Untuk davat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi
agameg, seorang calon harus memenuhi syarat secbagai

bericut: :

o, syaratl sebagaimana dinetsud datam Pasel 27 hu ufl &,
herul b, hareal ¢, hureal d, dan harul g;

o benjesah serendah-rendal aya sanuans gyariah atan
jarana hukumyang menguasai hukum Islam,

€. hegpenpgadiaman
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~ By pma e gy R o ¢ b 5 ks EL
2 eerpengalaman BINE suaekat 3 (bge) tahun sebapal
wala! panitera 5 [lima) tahumn seBapal panitera muda

penpadiia:y Mgl apey W, ailav 3 {tpal mhonr selapai

:
THary -mrs poe

Fanitera peapadils

Pt

Ketenfuan  Paen 29 chiubaly sehreean Cerbuny: Sehagaj
berilont: .

Pasgl 26

Untuk dapar dianplac neijadi wakil panitera pengadilan

agama, seorang calon ragy s memenuh syarat sebagai

beriloug:

A syarat sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 27 huruf a,
hural b, hurufe, hurul d, hurul e, dan hurul g dan

b. berpengalanian peling singlat 3 (Liga) tahun sebagai
panitera muda atay 4 (empat) tahun’ sebagai panitera
Pengeganti penpadilan agama.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingpa berbuny; sebagaj
berilaut:

Pasal 30

Uniuk dapat dianglat menjadi wakil panitera pengadilan

tnggi agama, scorang calon hayus memenuhi syarat sebagai

berilaut: :

4. Syarat seb:gajmana dimaksud dalam: Pasal 27 hurru!' a,
hurul b, hurul'e, huruf d, dan hurafl g; :

b.  Ekerijazah sarjana syari'ah atay sarjana huk.am yang
menguasai hulsum Islam: dan

c hcrpctngaiamah paling sinplkat 2 (dua) talan Secbagail

panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun
sebagai panitera muda pengadilan unggi agama, atau 3
(tga) tahun scbapaj walki| panitera pengadilan agama,
atau n'u:njaben": sebagal panitera pengadilan agama,

Ketentuan Pasal 3] diubah sehingga berbunyi s:bagai
berlcut:
Casal 31 |

Uniuk dapat ciangieat menadi fanilera muda pengadilan
4gama,  scorang calon haestie memer:uhi syarat sebagai
berilout

4. syaratl sebagasnana dimaksud dalam Pasal 27 humita

s by, hurui c, huruf ¢ Ml e, dan huru[g; dan

2 berpengataman |

-~ -
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o berpengateavan palihp singkat 2 (dua) tahun sebapai
paniters sengeantt pengadilan agamn,
stentuan Poasal 32 divbanls selungiea beirbunyi sebagai
kot

R LR H s et

Latuk dapat diargkat menjadi panitera muda pengadilan

tnger agama, secrang calon harus niemenuhi syarat sebagai

berikau .

2. syarat sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 27 huiuf a,
huraf b, hurul e, hurul d, hurul e, dan Furuf g; dan

0. berpangelaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai
panitera pengganti pengadilan tinggi agama, 3 (tiga)
tanun sebagal panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai
panitera pengganu penpadilan ugama, atau menjabat
sebagai wakil panitera pengadilan apama.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingea berbunyi scbaga
berizut;

Pasal 33

Untule dapat diangkat © menjadi panitera pengganti

pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi sgjfuzt

sebagai berikut: a

a. tyarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 huruf °
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf g; den

b, berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tabun sebagai
Jepawai negeri pada pengadilan agama. '

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: y

Pasgl 34

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti
peppadilan tinggi agama, scorang calon harus memenuhi
syarat scbagai berileut:

a. svarat scbagaimana dimaksud Pasal 27 huruf 2, huruf
b, hurufl ¢, huruf e, dan huruf g; dan ) .

b, berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
panitera penggant pargadilan agama atau & (delapan)
ahun sebagal pegawnl neperi pada penpadilan tinggi
agama,

25. Ketentuan . .
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vane di dalamnya fa bertindak seba
(2} Paritera udals boleh mérangliap metiadt advokat

131 Jabatan yunp udalk bol:h divanglkap oleh panitera selam
jabatan sebapgaimana dimaksud pada avat (1] can ayat
(2} diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Ketetituan  Pasal 36 diubah  sehingua berbunyt sebagal
beritaal '

Pasal 35

Paritera, walal papiwra, panitera  muda, dan panilera
pengeganti pengadilan  diangkat dan diberhentkan dan
jabatannya oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan  Pasal 37 dicbah sehingga berbunyi sebapai
beriloat:

' © Pasal 37

(1) Sebelum memangku - jabatannya, panitera, waldl
panitera, panilera muda, . dan panitera pengganti
mengucapkan sumpah menurut agama Islam di
hadapan ketua pengadilan yang bersanghkutan.

(2) Sumpah SEb.‘.”.gL'.-il'l'iﬂt".E!: dimaksud pada ayat (1] berbunyi
sebagal berikut: : ;

“Demi  Allah, saya bersumpeh bahwa saya untulk
memperolelr jabatan saya in., langsung atau tidak
langsung dengan nie nggunalan atau cara apa pun Juga,
tdak memberikan atau menjanjikan barang sesuat
kepada siapapun juga.” '

(%

“Saya bers.unpah ik meladcukan ataw  tidak

mielalakan sestbaty dalion salsan as Lidal selkali-kall

L2 GV A UOLIR TLIEIA 14 S 10 5 oy T TR & T il asgsusg LA
shapapual Fuda Beslialig Gt ki (BT S e

v beesumaah Saliwe noni ik setil hepada dan
alan mempertabankan e menganalikan Pancahiia

sebagat dasar dan adeeapl DR, Uadane: Undanhg

Masar



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

=

P RIESIDER

REPRLURENG INBOGNES
PR e | S
Dasar MNogara Republik indonesia Tuhun 1955 dan’
segala undang-undane  sera peratoran perundaneg-
undapgan lannya yang berlaku bag Megara Resatuan
RepubhX Indonesia”
"Baya  bersumpah bahwi sava Hohdnuasa  akan

menjalankan jabatan sayva ini gdéngan Jwjur, sexssrnm,
da:n dengan tidal membeda-bedakan orang don akan
berlaku dalarn’ melaksanakan kewajiban sava scbaile-
batkinya dan seadil-adilnya  sepert leyalenva  bagi
seorang  panitera,  wakil  panitera,  panitera mucla,
pantitera pengpant, yane berbudi batk dan jujur dalam
menregakkan huloum dan keadita.”

Ketentuan  Pasal 390 diubah schingga  burbunyi sebagai
beritkut:
Pasal 39
(1] Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon
harus memenuhi syarat sebagai berilour:
warj:a negara Indonesia;
beragama Islam; -
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:
setia kepada Pancasilo dan Undang-Undang Dasar
Negara Republilc Indonesia Tahun 1945;
¢ berijazah paling rendali Selolaly Menengal Uniang
atau yang sederajat;

oo g

[ berpengalaman paling singkat - 3 ({uiga) tahun
sebapgai jurusita pengpanti: dan
Lo sehat jasmani dan raluni.

(2) Untwuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti,
scorang cainn hwrus memenihi syarat sebugal bervikut:
4. Syarat sebagaimina yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, hurafl b, huruf ¢, hurufl d, huruf ¢, dan
huruf g, dan;
b. -berpergalaman’ paling singkat 3 (tiga} tahun
sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

N s . % ;
Keleniban Pasal 40 diubah  schingoo Lerbunyi  sebagal
bDerikur:

Pasal 400, |
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wrusitn pengadiian agama dianglaat dan diberhentikan
g Mahlkasyah  Asunge sfes  gsul  kefus

wiliisiia -Benidante Cyamngsat odan: dibtrhenbikan 6lea

¥etua pengadilan vanp be

etentuan Paszal 41 diubah sehingga berbunyi sehagai
berilaut:

(1]

Pasal 41

Scoelum memangku jabatannya, jurusita atau jurusita
penggant wajib mengucapkan sumpah menurut agama
[starmn di hadapan ketua pengadilan vang bersangkutan.

Sumpah sebagaimana dimaksud pacda ayat (1) berbunyi
sebagai berilut

“Cemi Allah, saya bersuinpah bahwa saya, untuk
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak
langsung dengan menggunakan nama atau cara apa
pun juga, tidale memberikan atau menjanjikan barang
sesuatu 'kepada siapapun juga".

“Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali
alkan menerima . langsung atau tidak langsung dari
siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan
alkan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila
scbagai dasar dan ideologi nepara, Undang-Undang
Dasar Negara chubhk Indonesia Tahun 1945, dan
segela undang-undang serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlalou bagi Negara Kesatuan
Repullil Indonesia”,

“Saya bersumpah bahwa saya scnantiasa akan
menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, secksama,
dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan
berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya: sebaik-
baiknya can scadil-adilnya seperti  layaknya bagi
seorang jurusita afau juiusita pengganti yang berbudi
bk dan Jupar - dalam menegakkan hukum dan
keadilan®.

Fly Retentuan
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aetentuag  PFasal 42 diabaly sehingga Lerbunyl sebagai

bapdaat

Kecuali ditentukan lain oleh atay berdasarkan undang-
undang, jurusita tidak beleh meraagkap menjaci wali,
pengampu, dan pejabat yang berlaitan dengan perkara
yang di'dalaminya iz sendiri berkepentingan.

[2) Jurusita tidak boleh merangkap advokat.

(3) TJﬂ]JE‘l[ClF, vang tidak boleh dirangkap oleh jurusita selain
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah A rung.

) ’

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
penioat: -

Pasal 45

# . ] & i -
Panitera pengadilan udak merangkap sekrelaris pengadilan.

Ketentuan Pasal 45 diubalt sehingga berbunyi sebagal
berilkurt: i

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris
penzadilan agama, dan pengadilan tnggi agarma scorang
calon harus memenuhi svarat sebagai berilkut:

warga negara Indonesia;

beragama Islam;

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; '

¢. benjazah paling rendah sarjana sydri'ah atau sarjana

: Fuloum vang menguasal huloum Islam;
I berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
E sehat j[asmeani dan rehani,

Kelentuan Pasal 46 dihapus.

b,
Ketentuan Pasal 47 diubah schingpa berbunyi sebagai
berilout:
Pasal 47

Selretaris dan walkil selkretaris pengadilan diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
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sientuan  Pdsal A0 dittbsh  scinigis Rearbuny:  sebagad
0

(1] Sebelum memanghye jabatannya, sekretaris, dan waldl
sekiretaris mengucapkan sumpah menurut agama slarni
di hadapan ketua pengadilan yang bersangiutan.

(2) Sumpah HLU-J.E..LIJ."!I-.L'I:I dimaksud pada ayat (1) JLrbuny
scbagai berilutl:

“Dermi  Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk
diangkat menjadi selkretaris/wakil sekretaris akan setia
dan  taal scepenuhnya  kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
negara, cdan pemoerintah.

“Saya bersumpuh balwa saya, akan menaat peraturan
perundang-undpnpgan yang berlaku dan melaksanakan
tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan
penuh penpabdian, kesadaran, dan tangerung jawab",

“Saya  bersumpah  bahwa saya, akan senantiasa
menjunjung tingel kehormatan negara, pémerintah,
martabat seitretaris/wakil  sekretaris  serta  akan

senantasi mengulamaxan kepentingan negara
daripada kepeptungan saya sendiri, seseorang atau
golongan”

“Saya bersumpah bahwa saya, alcan memegang rahasia
sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus
saya rahasialkan”

“Saya ‘bersumpah bahwa saya, akan belkerja dengan
jujur,  tertb,  cermal, dan  bersemangat  untuk
,  Kepentingan negara”,

Ketentuan  Pasal 9 chiubah gehingga berbunyil scbagal
berilaut; '

L e

Penpadhlan aeama  peftupas  don  berwenang  memsriksa,
memutus, dan menyvelesatkan perkara ;) vungkatr pertama

antara orang-orang vang oeragama Islam ¢ bidang!

e ha [flt’." T'J':El'k';'!l'r.

kT
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g. infag;

h. shadaqah; dan
I, ekonomi svariah.

Ketentuan  Pasal 50 ‘diubah schingea berbunyi sebagai
berikut: : - '

Pasal 30

(1) Dalam hal terjudi scnglketa hak milik  atau senglecta
lain dalam perkara sebagaimana dimalksud dalam Pasal
49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus
diputus lebilh dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi senglketa hak milik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara
orang-orang yang -beragama lIslam, objek  sengketa
tersebut dipulus oleh pengadilan agama bersama-sama
perkara sebagaimana dimalksud dalam Pasal 49, y

Dy antwra Pasal 52 dan Pusal 53 disisipkan satu pasal bary
yakni Pasal 524, yang berbunyi sebagai berikut:

Pisal 32040

Pengadilan agama memberikan istbal kesaksian rulyat hilal
dalam penentuan awa! bulan pada tahun Hijrivah,

o
hetentuan  Pasal G0 diubah  schingga berbunyi sebagai
berilaut:

Pazal 90

gt ]
(1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89,
melipati:

. a. biaya . ..

e
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a, blaya kepaniteraan dan  biayan  meterad Yang
diperiulean untuk perkara terseburt;
biaya untulk para salesi, salksi ahll, penerjemakh, dan
biaya pengumbilan surmipaly yang diperlukan dalam
perikara tersebut;
hiaya yang diperlulkan WL melakulcan
pemeriksaan setempat dan tndakan-tundakan lain
yang diperlukan  pengadilan  dalamn  perkara
| tersebut; dan
d. -biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain
alas perintah pengadilan yang berkenaan dengan
perkara tersebut.

(2) Besarnya biaya perkara i:liatulr oleh Mahkamah Agung.

7]

4l. Ketentuan Pasal 105 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 105

(1) Sekretaris  pengadilan  bertugas menyelenpgaralkan
administrasi umum pengadilan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, mnggungljuwai:u,

,.Susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur
© oleh Mahkamah Agung,

"

" 42. DI antara Pasal 106 dan BAB VIl disisipkan satu pasal baru
yakni Pasal 1064, yang berbunyi sebagai berilaut;

Pasal 106A

Pada saat Undarg-Undang ini mulai berlaku peraturan
perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7
i Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku
Wik ooosepanjang  tidak  Cpertentangan dan belumn  diganti
it 5 berdasarkan Undang-Undang ini.
#
gL,
46 KIEE Pasal il

Undang-Undang «ni mular berlaku pada tangpal uhundrangkan_
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